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Kata Pengantar Ketua BAZNAS 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Bismillahirrahmanirrahim... 

Segala Puji bagi Allah SWT, Rabb yang telah menetapkan 

jalan lurus syariat. Dialah yang menyempurnakan syariat 

Islam, agar menjadi panduan, pegangan dan pedoman 

bagi manusia hingga akhir zaman. Shalawat dan salam 

semoga terlimpah kepada teladan manusia, guru 

peradaban dan penutup bagi segenap risalah kenabian, 

Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang 

menegakkan syariat dengan kokoh di atas landasan yang 

kuat. 

Pada hari ini, Indonesia sebagai negara dengan 

warga negara Muslim terbesar di dunia, idealnya dapat 

menjadi kiblat bagi negara-negara lain dalam ikhwal 

praktik, studi, dan sharing knowledge subjek keislaman. 

Idealisme itu menjadi salah satu misi BAZNAS di ranah 

perzakatan secara global.  

Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita 

patut bersyukur dan menyambut baik kehadiran buku 

Zakat untuk Kemandirian Ummat melalui 

Pemberdayaan Masyarakat. Suatu sumbangan yang 

menurut kami sangat berarti bagi perkembangan dunia 

perzakatan di Indonesia, khususnya dalam aspek 

pemanfaatan zakat untuk memberdayakan masyarakat.  

Buku ini menjadi penting karena masih banyak 

penduduk Indonesia yang perlu dibantu agar menjadi 

sejahtera. Di samping itu, hadirnya buku ini juga 
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merefleksikan kerja nyata yang BAZNAS lakukan demi 

membangun peradaban zakat Indonesia.  

Kami berharap, buku ini menjadi bagian dari 

kajian yang akan dilakukan secara berkala dan akan terus 

dilaksanakan untuk memperkaya khazanah perzakatan 

Indonesia. Lahir di tengah gelombang peradaban zakat 

yang sangat pesat dan potensial, buku ini dianggap 

penting dan perlu untuk dibaca serta dijadikan panduan 

oleh semua pihak, khsuusnya yang terlibat dalam 

pengelolaan dana zakat. 

 

Sekian 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA 

Ketua BAZNAS 
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Kata Pengantar  

Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Bismillahirrahmanirrahim... 

Segala puji bagi milik Allah SWT semata. Shalawat dan 

salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad 

SAW dan juga para keluarga, karabat, sahabat dan para 

pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya.  

Alhamdulillah dengan berkat dan rahmat-Nya, di 

akhir tahun 2017 ini buku yang ada dihadapan pembaca 

yang berjudul “Zakat untuk Kemandirian Ummat 

melalui Pemberdayaan Masyarakat” ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil dari 

kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti pada Pusat 

Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Republik Indonesia. 

Kehadiran buku ini diharapkan mampu 

melengkapi khazanah keilmuan dalam bidang 

perzakatan di Indonesia. Selain itu, kami berharap buku 

ini dapat menjadi menjadi acuan dan sumber informasi 

yang akurat bagi para stakeholders perzakatan Indonesia 

dalam mengelola zakat untuk memberdayakan 

masyarakat. 

Akhirnya, tiada sesuatu yang sempurna kecuali 

kesempurnan-Nya, meskipun dalam penyusunan buku 

ini kami telah mencurahkan semua kemampuan, namun 

kami sangat menyadari bahwa hasil penyusunan buku ini 

jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan 
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kemampuan kami. Oleh karena itu kami sangat 

mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari 

pembaca. 

 

Sekian, 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

 

 

Dr. Irfan Syauqi Beik  

Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang kini 

telah menjadi masalah utama di negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia. Dalam mengukur 

kemiskinan pun tidak mudah dikarenakan bentuk 

kemiskinan yang multidimensi, sehingga penting untuk 

mengetahui dimensi-dimensi yang berhubungan 

langsung pada kondisi miskin, seperti kesehatan, 

pendidikan ataupun pekerjaan yang layak. Penentuan 

penduduk miskin di Indonesia adalah dengan 

menggunakan pendekatan kemampuan seseorang 

memenuhi kebutuhan dasar.  

Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan 

seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. 

Sehingga, penduduk miskin dapat diukur dari 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Secara 

general, pada September 2016, Badan Pusat Statistik 
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(BPS) mengumumkan bahwa angka penduduk miskin di 

Indonesia telah menurun dari 250,000 jiwa. Garis 

kemiskinan selama Maret-September 2016 juga 

dipantau telah mengalami kenaikan rata-rata sekitar 

2,15%.  

 

Gambar 1 Garis Kemiskinan 2013-2016 

Bagi kategori pedesaan, garis kemiskinan berada 

pada level Rp. 350.420, sedangkan kategori perkotaan 

berada pada level Rp. 372.114 (Kata Data, 2017). 

Sementara, jika dilihat lebih detail, maka angka 

kemiskinan penduduk pedesaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan perkotaan (Kata Data, 2017).  
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Gambar 2. Angka Kemiskinan 2015-2017 

Dalam usaha pengentasan kemiskinan, maka 

kebijakan-kebijakan pembangunan di Indonesia banyak 

yang berdasar pada cara-cara untuk dapat memerangi 

sumber kemiskinan melalui pembangunan nasional. 

Seiring dengan upaya pemerintah Indonesia dalam 

menanggulangi kemiskinan, terdapat potensi dari zakat 

yang secara langsung linear dalam pembangunan 

nasional.  

Menurut Sadeq (2006), dalam perspektif Islam, 

pembangunan memiliki lima karakteristik, yaitu (1) 

komprehensif, meliputi aspek moral, spiritual dan 
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material bagi kehidupan manusia; (2) pembangunan 

manusia, aspek fisik dan lingkungan sosial budaya; (3) 

adanya keseimbangan antara sumber daya ekonomi; 

(4) adanya perubahan, kuantitas dan kualitas dengan 

penekanan pada aspek perubahan kualitas; (5) adanya 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya, keadilan dalam 

pemanfaatan dan distribusi dan sumber daya. Oleh 

karena itu, mengingat Indonesia merupakan negara 

dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga potensi 

dari zakat dalam membantu usaha pengentasan 

kemiskinan pun semakin tinggi. Selanjutnya, Sadeq 

memaparkan bahwa dalam Islam, pembangunan pun 

memiliki peran penting dalam menanggulangi 

kemiskinan dikarenakan masalah itu merupakan 

tanggung jawab moral dan sosial (Bank Indonesia, 

2016). Adapun pendekatan yang dimaksud dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3 Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan 

Sumber: Bank Indonesia, 2016 

Jika melihat peta sosial-ekonomi masyarakat Indonesia 

dengan pemaparan data-data mengenai kemiskinan, 

maka menjadi relevan pentingnya pengoptimalan 

zakat. Terlebih lagi dengan karakteristik penduduk 

Indonesia yang senang berderma. Pernyataan ini dapat 

dibuktikan melalui penobatan Indonesia sebagai negara 

dermawan kedua di dunia menurut World Giving 

Indexn 2017 yang dilakukan oleh Charities Aid 
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Foundation (CAF), (Charities Aid Foundation, 2017). 

BAZNAS mencatat penghimpunan zakat nasional 

mencapai Rp 5 triliun pada tahun 2017, sedangkan 

potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun per 

tahun dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 37% 

(Republika, 2017). Pendayagunaan zakat secara 

nasional untuk kesejahteraan penerima zakat secara 

langsung dapat menjadi salah satu alat untuk 

melepaskan jerat kemiskinan. Adapun studi ini akan 

memaparkan bagaimana program-program zakat yang 

telah dikembangkan BAZNAS dapat menjadi strategi 

model dalam upaya pengentasan kemiskinan.  

1.1. Tujuan  

Kajian dan penulisan buku ini mempunyai dua 

tujuan utama, yaitu untuk mengeksplorasi model 

program pendayagunaan zakat yang digunakan secara 

umum di organisasi pengelola zakat, sehingga dapat 

melihat bagaimana bentuk pengelolaan secara general 

yang telah diimplementasikan oleh BAZNAS, dan 

kedua untuk memberikan wawasan bagi amil dalam 

pendayagunaan zakat khususnya yang dikelola oleh 
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BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) melalui 

program-program pemberdayaan yang telah dilakukan 

dan dikembangkannya selama ini. 

1.2. Metodologi 

Kajian ini akan mendeskripsikan bagaimana 

tahapan-tahapan program pendayagunaan zakat yang 

berkelanjutan yang telah dilakukan oleh BAZNAS. 

Dalam kajian ini juga akan dihasilkan output studi, yaitu 

hubungan program zakat dalam pendayagunaan untuk 

pembangunan ekonomi dan studi kasus pada 

penerapan program pendayagunaan zakat. Adapun 

metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi 

ini adalah metode campuran, yaitu melalui kajian 

dokumen dan pustaka serta wawancara mendalam.  

Studi literatur atau dokumen merupakan studi 

yang mengumpulkan data dan informasi terkait 

program-program pendayagunaan zakat yang telah 

dilakukan BAZNAS. Studi literatur atau dokumen 

dilakukan dengan cara melakukan kajian dan analisa 

singkat terkait dengan fokus studi baik dari dokumen 

hard copy maupun soft copy untuk mendapatkan 
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gambaran awal tentang pendayagunaan zakat yang 

telah dilakukan oleh BAZNAS.  

1.3. Kajian Literatur 

Secara konsep, zakat dapat didefinisikan sebagai 

harta yang wajib dikeluarkan bagi umat Islam setelah 

memenuhi batas minimum penghasilan dibutuhkan 

untuk zakat. Secara langsung, zakat dapat menghasilkan 

kesejahteraan di masyarakat. Hal ini dikarenakan 

adanya distribusi bantuan dari mereka yang mampu 

untuk mengeluarkan zakat kepada mereka yang 

membutuhkan, seperti kaum miskin (Ahmed, 2008). 

Sehingga, kaum yang membutuhkan dapat 

meningkatkan kemampuan ekonomi untuk 

keberlangsungan hidup.  

Zakat merupakan salah satu alat yang digunakan 

oleh Islam untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Zakat juga membantu dalam menghasilkan 

aliran dana untuk memperkuat sumber daya manusia 

(Johari, et.al, 2015). Menjadi hal lumrah apabila 

mengkaitkan zakat dengan upaya dalam mengurangi 

ketimpangan sosial dan kemiskinan pada suatu 
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komunitas.Pada bentuknya, zakat memiliki beragam 

fungsi dan manfaat. Terdapat beberapa cara 

pendayagunaan zakat untuk kebermanfaatan bersama.  

Penelitian mengenai peran zakat dalam 

pengentasan kemiskinan telah dilakukan di masyarakat, 

baik dalam cakupan negara dengan mayoritas umat 

Muslim maupun dalam kantong-kantong komunitas 

Muslim. Abdullah (2010) memaparkan bahwa zakat di 

negara Brunei Darusallam digunakan untuk 

membangun tempat penampungan bagi penerima 

zakat. Tempat penampungan tersebut menyediakan 

kebutuhan dasar bagi penerima zakat, seperti makanan. 

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, penerima zakat 

juga diberikan berbagai fasilitas, seperti pendampingan 

untuk pendidikan sampai pada tingkat SMA, tunjangan 

kesehatan, bantuan bencana dan modal bisnis. Bagi 

mereka yang memiliki tanah, maka zakat akan 

disalurkan bagi mereka untuk dapat membangun 

rumah. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki 

lahan dan rumah, maka zakat dapat diperbantukan 

untuk menyewa rumah termasuk tagihan listrik dan air. 
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Selanjutnya, bagi mereka yang sudah memiliki rumah 

namun dengan kondisi yang tidak layak, maka zakat 

digunakan untuk membantu memperbaiki rumah. 

Sementara itu, Theodossiou (2015) menyebut 

bagaimana zakat telah mengambil peran untuk 

membantu komunitas antar negara. The Islamic Relief 

USA juga telah mendistribusikan dana zakat untuk 

mendukung proyek-proyek kemanusiaan di berbagai 

negara, misalnya proyek sanitasi di Afrika, 

keberlanjutan anak yatim piatu di Afghanistan, dan 

kehidupan komunitas di Pakistan.  

Jika zakat dapat dikelola dengan efektif, maka 

secara jangka panjang usaha ini dapat mengentaskan 

kemiskinan. Singer (2009) mencatat bahwa zakat juga 

dapat digunakan untuk membantu penerima zakat 

dengan peralatan dan modal untuk memulai bisnis. Hal 

ini lebih dianjurkan dikarenakan mereka dapat 

berusaha mengatasi masalah dari keterpurukannya. 

Sehingga, mereka dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan. Pola lainnya yang muncul dari 

kebermanfaatan zakat terhadap sisi ekonomi adalah 
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mengenai pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan 

oleh pemberi zakat terhadap penerima zakat. Adanya 

peningkatan permintaan untuk barang-barang tertentu 

terhadap kebutuhan dasar dapat berimbas pada 

peningkatan produksi. Untuk menopang meningkatnya 

produksi, maka dibutuhkan lebih banyak pekerja 

sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan. Meluasnya kesempatan untuk bekerja akan 

berdampak linear dengan tumbuhnya investasi 

sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

(Aziz, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Beik (2011) 

membuktikan bagaimana distribusi zakat di Indonesia 

berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan mencapai 

10.79% (Hashme and El-Zakah, 2015). Studi lainnya 

memperlihatkan bahwa program zakat yang 

dilaksanakan di Indonesia telah memiliki dampak 

positif dalam pengentasan kemiskinan, dikarenakan 

adanya angka mustahik yang naik dari garis kemiskinan 

sebanyak 21,11% (Mintarti, et. Al, 2012). Dalam 

studinya, keberadaan program zakat secara sukses 
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mengurangi kemiskinan dengan 2,34% untuk rasio 

kesenjangan kemiskinan dan 4,84% untuk rasio 

kesenjangan pendapatan.  

1.4. Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 

kewajibannya sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam 

Al-Quran. Terdapat banyak pendapat mengenai makna 

zakat, baik secara bahasa maupun istilah. Dalam Lisân 

al-‘Arab, kata al-Zakâh berasal dari kata zakâ. Ibn 

Manzhûr (630-711 H/1232-1311 H) menyebutkan dua 

definisi al-Zakâh, yaitu bermakna al-shalâh (kesalehan). 

Kata ini dari empat bentuk kata kerja, yaitu zakâ, 

zakiya, zakkâ, dan tazakkâ. Al-Zakâh dengan satu 

bentuk kata kerja zakkâ bermakna zakat harta atau 

penyucian harta. Al-Zakâh adalah harta yang 

dikeluarkan untuk menyucikan harta tersebut.  

Pendapat senada dilontarkan oleh al-Thabârî. 

Menurutnya, asal kata al-zakâh adalah namâ’ al-mâl wa 

tathmîruhu wa ziyâdatuhu. Zakat adalah harta yang 

berasal dari harta. Ia dinamakan zakat karena untuk 

mengagungkan Allah dengan cara mengeluarkan sisa 
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harta kepada Tuhan yang menciptakan harta itu dari 

yang dia miliki. Zakat juga dinamakan sesuai itu karena 

ia merupakan penyucian bagi sisa harta yang dimiliki 

oleh seseorang.  

Oleh karena itu, definisi kedua Ibn Manzhûr dan 

al-Thabârî ini merupakan definisi acuan tulisan ini. Di 

dalam Al-Qur`an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali 

diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan 

sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infâq. 

Salah satunya pada QS At-Taubah ayat 60. 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-

pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60) 

Pada ayat tersebut memaparkan 

pendayagunaan zakat pada delapan golongan yang 

berhak menerima zakat (mustahiq zakat).   دقََات  ,إِنَّمَا الصَّ

kata innama shadaqaat, secara gramatikal bahasa Arab 
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sebagai pembatas ketentuan harta-harta yang wajib, 

bahwa harta zakat tersebut hanya dapat didistribusikan 

kepada delapan kelompok yang telah disebutkan pada 

kalimat berikutnya.  

Bila diperhatikan pada ayat tersebut, harta zakat 

yang terkumpul tidak diarahkan sebagai hak milik 

pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada 

kepemilikan bersama delapan asnaf. Oleh karena itu, 

bentuk dari pendistribusian dan pemaknaan delapan 

golongan tentu akan mengikuti maslahat kelompok 

mustahik yang ada. Penulisan pada empat golongan 

pertama, menggunakan preposisi huruf lam, yang 

berarti kepunyaan, sedangkan empat golongan terakhir 

preposisi yang digunakan adalah fi dzaraf, berarti 

kondisius.  

BAZNAS sebagai lembaga amil zakat seyogyanya 

memberikan suatu bentuk pemetaan alokasi yang lebih 

mutakhir, strategis, dan mengena pada sasaran 

kebaikan pada setiap kelompok mustahik yang dalam 

pemetaannya menuju tujuan perkembangan yang 

berkelanjutan.  
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1. Fakir 

Kata fakir (tunggal) atau fuqara (jamak) dalam 

al-Qur’an yang terkait dengan pemberian sedekah (atau 

zakat). Faqir dari kata faqr yang pada mulanya berarti 

tulang punggung. Fakir adalah orang  yang 

patah  tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban 

yang dipikulnya sedemikian berat sehingga 

“mematahkan”  tulang punggungnya. Secara umum, 

fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari 

setengah kebutuhan pokoknya.  

Nabi Muhammad saw pernah bersabda kepada 

Muadz, “…Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di 

antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang 

fakir di antara mereka.”(HR. Bukhari) 

Ibnu Jarir mengatakan bahwa Umar r.a pernah 

berkata, “Orang fakir bukan orang yang tidak 

mempunyai harta, tetapi orang yang miskin akhlak dan 

pekerjaan (usaha)." Ibnu Ulayyah mengatakan, 

“Menurut kami, istilah akhlak artinya pekerjaan,” 

sedangkan menurut jumhur ulama kebalikannya. 
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Dari paparan di atas menunjukkan bahwa fakir 

sangat berkaitan dengan kekurangannya pemenuhan 

bahan makanan pokok, bahkan nyaris tidak 

mendapatkannya. Tidak semua orang mempunyai 

kemudahan untuk memperoleh pangan yang 

dibutuhkan, sehingga kelaparan yang lama akan 

berpengaruh pada kesehatan. Ibarat tulang punggung 

yang patah, maka orang yang berada berada dalam 

kelaparan termasuk dalam kefakiran.   

2. Miskin 

Berbicara tentang fakir, seringkali berkaitan 

dengan miskin. Keduanya hadir dalam pemaknaan oleh 

ke-empat imam mazhab fikih. Imam Malik 

menyebutkan, bahwa fakir adalah seseorang yang 

memiliki harta namun tidak mencukupi untuk 

kebutuhan makan selama setahun, sementara miskin 

adalah seseorang yang tidak memiliki harta apa pun. 

Adapun Imam Abu Hanifah mengartikan fakir dengan 

seseorang yang memiliki harta di bawah nishab atau 

batas pemenuhan kebutuhan hidup dari harta yang 

berkembang, atau sebatas nishab dari harta yang tidak 

http://www.jadipintar.com/2015/06/biografi-imam-malik-pengarang-kitab-al-muwaththa-dan-panutan-madzhab-maliki.html
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berkembang. Sedangkan pemaknaan miskin, Abu 

Hanifah sependapat dengan Imam Malik, yaitu 

seseorang yang tidak memiliki harta apa pun.  

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i dan 

Imam Ahmad tentang fakir, bahwa fakir adalah 

seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, atau 

memiliki sedikit harta atau penghasilan dari suatu 

pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidup. Adapun miskin, menurut Imam Syafi’i adalah 

seseorang yang memiliki harta atau penghasilan dari 

suatu pekerjaan namun tidak mencukupinya. 

Sementara menurut Imam Ahmad, miskin adalah 

seseorang yang memperoleh harta atau penghasilan 

dari suatu pekerjaan yang dapat memenuhi sebagian 

besar atau setengah kebutuhan hidupnya. 

Terdapat perbedaan pendapat tentang 

pemaknaan fakir dan miskin dari keempat imam 

mazhab tersebut. Ibnu Jarir mengatakan bahwa orang 

fakir ialah orang yang menjaga kehormatannya dari 

meminta-minta, dia tidak pernah meminta sesuatu pun 

dari orang lain. Berbeda dengan orang miskin, ialah 

http://www.jadipintar.com/2015/07/imam-ahmad-murid-imam-syafii-yang-cerdas-dan-tawakkal.html
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orang yang meminta-minta, berkeliling mengemis dan 

mengikuti orang-orang untuk meminta darinya. 

Qatadah pun mengatakan bahwa orang fakir ialah 

orang yang berpenyakit menahun, sedangkan orang 

miskin ialah orang (yang tidak punya) tetapi tubuhnya 

sehat. 

Dalam hadist terdapat petunjuk bahwa orang-

orang miskin ialah orang-orang fakir yang menahan diri 

buat meminta, hingga keadaannya tidak diketahui 

umum. Dalam riwayat hadis Abu Hurairah r.a 

disebutkan, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, 

“Orang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling 

meminta-minta kepada orang lain, lalu ia pergi setelah 

diberi sesuap atau dua suap makanan dan setelah diberi 

sebiji atau dua biji buah kurma.” Mereka (para sahabat) 

bertanya, "Lalu siapakah orang yang miskin itu, wahai 

Rasulullah?'" Nabi Saw bersabda, “Orang yang tidak 

menemukan kecukupan yang menjamin kehidupannya; 

dan keadaannya tidak dikenal, hingga sulit untuk diberi 

sedekah; dan ia tidak pernah meminta sesuatu pun dari 

orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

http://www.jadipintar.com/2013/03/Pengertian-Hadits-dan-Jenis-Jenisnya.html
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Pada dasarnya kefakiran dan kemiskinan 

merupakan problematika dengan kerangka 

multidimensi yang dapat dilihat dari berbagai sisi. 

Adanya kefakiran dan kemiskinan bukan hanya 

menyangkut ukuran pendapatan, melainkan 

menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau 

masyarakat menjadi miskin. Yang mana hal ini 

disebabkan karena tidak adanya pemenuhan hak dasar 

individu ataupun masyarakat dalam menjalani 

kehidupan.  

Banyak faktor penyebab tejadinya kelaparan 

dan kemiskinan, seperti ketidakstabilan sistem 

pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi 

kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti 

pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga 

terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga 

pangan, menurunnya pendapatan riil dan tingginya 

tingkat pengangguran merupakan faktor utama 

penyebab terjadinya kelaparan dan kemiskinan. 

Keberadaan mereka tidak lepas dari kesenjangan 

kesejahteraan dan adanya ketimpangan baik pangan, 
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energi, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain. 

Ketimpangan tersebut sangat rentan menjadi 

masyarakat yang fakir dan miskin. Pada dasarnya, 

setiap orang memiliki hak yang sama terhadap sumber 

daya pangan, nutrisi dan gizi, sumber ekonomi, akses 

terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol 

atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, 

sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan 

yang tepat, termasuk keuangan mikro.  

Bukan hanya itu, untuk menanggulangi 

kefakiran dan kemiskinan maka harus di tingkatkan 

produktivitas pertanian dan pendapatan produsen 

makanan skala kecil, khususnya perempuan, 

masyarakat penduduk asli, keluarga petani, 

penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang 

aman dan sama terhadap lahan, sumber daya 

produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa 

keuangan, pasar,  dan peluang nilai tambah, dan 

pekerjaan non-pertanian. 

Belum lagi dengan sistem produksi pangan yang 

berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian 
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tangguh yang meningkatkan produksi dan 

produktivitas, membantu menjaga ekosistem, 

memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan 

iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana 

lainnya, serta  secara progresif memperbaiki  kualitas 

tanah dan lahan.  

Untuk selanjutnya dengan mengelola 

keragaman genetik benih,  tanaman budidaya dan 

hewan ternak dan  peliharaan dan spesies liar terkait, 

termasuk melalui bank benih dan tanaman yang 

dikelola dan dianekaragamkan  dengan baik di tingkat 

nasional, regional dan internasional, serta 

meningkatkan akses  terhadap pembagian keuntungan 

yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber 

daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait. 

3. Amil Zakat 

Amil zakat yang bila melihat pada ayat dengan 

kata aamiil, yang memiliki arti orang yang bekerja. 

Dalam konteks zakat, Yusuf Qardhawi 

mendefinisikannya sebagai pihak yang bekerja dan 

terlibat secara langsung maupun tidak dalam hal 
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pengelolaan zakat. Lebih lanjut, Abu Bakar al-Hushaini 

di dalam Kifayat al-Akhyar (279)  menyebutkan amil 

zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara 

untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada 

yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah 

SWT. Adapun Hasan Saleh (2008) menyebutkan bahwa 

amil zakat adalah orang atau orang-orang yang 

mendapat tugas mengurus zakat, mulai dari 

pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan 

sampai pemberdayaannya. 

Empat imam mazhab menjabarkan tentang amil 

zakat. Imam Syafi’i mendefinisikan amil sebagai orang 

yang bekerja mengurusi zakat, sedang dia tidak 

mendapat upah selain dari zakat tersebut. Hanafi 

memberikan pengertian yang lebih umum yaitu orang 

yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. 

Adapun Imam Hambali menyebutnya pengurus zakat, 

yang diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai 

dengan upah pekerjaanya). Sedangkan Imam Maliki 

menyebutnya pengurus zakat, penulis, pembagi, 

penasihat.  
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Terdapat perbedaan pendapat dari empat imam 

mazhab mengenai pemaknaan amil zakat. Imam 

Thabari menyebutkan bahwa amil adalah para 

wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang 

berkewajiban membayarnya, dan memberikannya 

kepada yang berhak menerimanya. Mereka (‘amil) 

diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya 

ataupun miskin. Imam al-Mawardi (w. 450 H), dari 

mazhab As-Syafi’i, menyatakan amil adalah orang yang 

diangkat untuk mengumpulkan zakat dan 

mendistribusikan-nya. Mereka dibayar dari zakat itu 

sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan 

dengan mereka. Imam al-Qurthubi (w. 671 H), dari 

mazhab Maliki, menyatakan bahwa amil zakat adalah 

para wali dan pemungut zakat yang diutus oleh 

Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan 

zakat dengan status wakalah.  

Imam As-Syaukani (w. 1250 H), dari mazhab 

Zaidiyah, menyatakan amil adalah orang yang diangkat 

menjadi wali dan memunggut zakat, yang diutus oleh 

Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan 



24 

 

zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat 

itu. Imam as-Sarkhasi, dari mazhab Hanafi, menyatakan 

bahwa amil adalah orang yang diangkat oleh 

Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan 

sedekah (zakat). Mereka diberi dari apa yang mereka 

kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan 

kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak 

diukur dengan harga (upah). 

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan 

bahwa amil dalam kajian fikih adalah orang atau 

lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, 

memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, 

menjaga dan memeliharanya kemudian 

menyalurkannya kepada mustahik.  Dengan 

persyaratan amil zakat, baligh, memahami hukum zakat 

dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan tugas keamilan.  

Tugas amil zakat pun tidak diperkenankan 

kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, 

sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Sahih 

Muslim, dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris yang 
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mengatakan bahwa ia pergi bersama Al-Fadl bin Abbas 

menghadap Rasulullah Saw untuk menawarkan dirinya 

menjadi amil zakat. Tetapi Rasulullah Saw. bersabda, 

“Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad, 

tidak pula bagi keluarga Muhammad. Sesungguhnya 

zakat itu hanyalah kotoran (harta) manusia.” 

Secara konsep, tugas amil zakat adalah 

melakukan pendataan muzakki dan mustahik, 

melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan 

menerima zakat, mendoakan muzakki saat 

menyerahkan zakat, kemudian menyusun 

penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial 

dana zakat yang terkumpul. Memanfaatkan data 

terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, 

memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan 

kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik 

yang menerima dana zakat. Untuk realitas sekarang ini, 

kelompok amil akan lebih optimal jika diperankan oleh 

badan amil zakat. Dengan demikian, tingkat 

optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil 

sebagai kelembagaan dan amil sebagai person. Dalam 
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pengelolaan zakat, ada tiga aspek yang menjadi 

perhatian, yaitu kelembagaan, SDM dan sistem 

pengelolaan zakat. 

Dalam hal kaitannya dengan amil zakat, bisa 

dikatakan bahwa amil zakat mendorong dalam 

membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan 

industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong 

inovasi.  Saat ini, amil zakat bukan hanya sebagai 

pendata muzakki dan mustahik, melakukan 

pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima 

zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat, 

kemudian menyusun penyelenggaraan sistem 

administratif dan manajerial dana zakat yang 

terkumpul. Lebih dari itu, amil zakat dapat 

mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, 

berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur 

regional dan lintas batas, untuk mendukung 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, 

dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata 

bagi semua. Dalam SDM, amil zakat dapat 

meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil 
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terhadap keuangan dan mengintegrasikan ke dalam 

rantai nilai dan pasar, memperkuat riset ilmiah, dan 

meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri. 

Secara sistem, dapat memfasilitasi pembangunan 

infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh dan 

meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan 

komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses 

universal dan terjangkau internet. 

4. Muallaf 

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan 

bahwa kata al-mu’allafah qulubuhum berarti orang-

orang yang dijinakkan hatinya. Secara garis besar, 

mualaf dapat dibagi dua, yaitu orang kafir dan Muslim. 

Untuk orang kafir sendiri, terbagi pada orang yang 

memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka 

dibantu dan orang yang dikhawatirkan gangguannya 

terhadap Islam serta umatnya. Keduanya tidak diberi 

dari zakat, tetapi dari rampasan perang. 

Adapun yang Muslim, terdiri dari mereka yang 

belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi 
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akan menjadi lebih mantap keimanannya, mereka yang 

mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam 

masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan 

berdampak positif terhadap yang lain. Terdapat 

perbedaan pendapat ulama, ada yang setuju memberi 

mereka dari zakat, ada juga yang tidak setuju 

memberinya tapi bukan dari sumber zakat. Ada juga 

yang diberi dengan harapan berjihad melawan para 

pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat. 

Secara prinsip, pengertian muallaf adalah orang-

orang yang baru memeluk agama Islam, namun 

demikian dari substansi tersebut. Para ahli fikih banyak 

memberikan masukan arti lain dari muallaf yang 

menambah perluasan makna dari pengertian muallaf 

itu sendiri. Dalam kajian fikih klasik, muallaf 

diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu, pertama, 

muallaf Muslim adalah orang yang sudah masuk Islam 

tetapi niat dan imannya masih lemah. Kedua, orang 

yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup 

kuat dan juga terkemuka (tokoh) di kalangan kaumnya. 

Ketiga, muallaf yang mempunyai kemampuan untuk 
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mngantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum 

kafir. Keempat, muallaf yang mempunyai kemampuan 

mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok 

pembangkang wajib zakat.  

Menurut Yusuf Qardhawi, golongan muallaf 

terbagi menjadi tujuh golongan, yaitu golongan yang 

diharapkan keislamanannya atau keislaman 

kelompoknya atau keluarganya, golongan yang 

dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya, pemimpin serta 

tokoh masyarakat yang masuk Islam pemimpin dan 

tokoh kaum Muslim yang berpengaruh di muslim yang 

bertempat tinggal di benteng-benteng dan di daerah 

perbatasan dengan musuh, kaum muslim yang 

membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi 

kelompok pembangkang kewajiban zakat. 

Pada saat Perang Hunain, Nabi Muhammad 

SAW memberi Safwan bin Umayyah bagian dari 

ghanimah Perang Hunain, padahal Safwan bin 

Umayyah ikut dalam Perang Hunain dalam keadaan 

masih musyrik. Safwan bin Umayyah mengatakan, 

"Rasulullah SAW terus-menerus memberiku," sehingga 
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beliau menjadi orang yang paling ia sukai, padahal 

sebelumnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling 

ia benci. 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan 

kepada kami Zakaria bin Addi, telah menceritakan 

kepada kami Ibnul Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri, 

dari Sa'id bin Musayyab, dari Safwan bin Umayyah 

yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberinya 

bagian dalam Perang Hunain. Saat itu Rasulullah SAW 

merupakan orang yang paling tidak disukai olehnya, 

tetapi Rasulullah SAW terus-menerus memberinya 

hingga Rasulullah SAW menjadi orang yang paling dia 

sukai.  

Imam Muslim dan Imam Turmuzi 

meriwayatkannya melalui hadits Yunus, dari Az-Zuhri 

dengan sanad yang sama. Di antara mereka ada orang 

yang diberi agar Islamnya bertambah baik dan imannya 

bertambah mantap dalam hatinya, seperti apa yang 

dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam Perang Hunain 

kepada sejumlah orang dari kalangan pemimpin-

pemimpin dan orang-orang terhormat Mekkah yang 
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dibebaskan. Kepada setiap orang dari mereka, 

Rasulullah SAW memberinya seratus ekor unta. Lalu 

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku benar-

benar memberi kepada seorang lelaki, padahal ada 

orang lain yang lebih aku sukai daripadanya, karena 

aku takut bila Allah menyeretnya dengan muka di 

bawah ke dalam neraka Jahannam.” 

Di dalam kitab Sahihain disebutkan melalui Abu 

Sa'id, bahwa Ali R.A. mengirimkan bongkahan emas 

yang masih ada tanahnya dari negeri Yaman kepada 

Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membagi-bagikannya 

di antara empat orang, yaitu Al-Aqra' ibnu Habis, 

Uyaynah ibnu Badar, Alqamah ibnu Ilasah, dan Zaid Al-

Khair, lalu beliau Saw. Bersabda, “(Aku memberi 

mereka untuk) aku jinakkan hati mereka (kepada 

Islam).” 

Di antara mereka ada orang yang diberi dengan 

harapan agar orang-orang yang semisal dengannya 

mau masuk Islam dan di antara mereka terdapat orang 

yang diberi agar dia memungut zakat dari orang-orang 

yang berdekatan dengannya, atau agar dia mau 
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membela negeri kaum Muslim dari segala marabahaya 

yang datang dari perbatasan.   

Apakah kaum muallafah qulubuhum tetap diberi 

sesudah masa Nabi SAW? Hal ini masih diperselisihkan. 

Telah diriwayatkan dari Umar, Amir, Asy-Sya’bi. dan 

sejumlah ulama, bahwa mereka tidak pernah memberi 

kaum muallafah qulubuhum sesudah Nabi SAW, karena 

Allah SWT telah menguatkan Islam dan para 

pemeluknya serta menjadikan mereka berkuasa penuh 

di negerinya dengan mantap dan stabil, serta semua 

hamba tunduk kepada mereka. 

Ulama lainnya mengatakan bahwa bahkan 

mereka masih tetap diberi, karena Rasulullah SAW. 

masih tetap memberi mereka sesudah kemenangan atas 

Mekah dan sesudah kalahnya orang-orang Hawazin. 

Hal ini merupakan suatu perkara yang terkadang 

diperlukan, maka sebagian dari harta zakat diberikan 

kepada mereka yang masih dijinakkan hatinya untuk 

memeluk Islam." 

Dengan demikian, dalam mualafat qulubuhum 

bisa dengan cara menjamin kehidupan yang sehat dan 
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meningkatkan kesejahteraan. Dengan mengedepankan 

konsep promotif dan preventif dalam pelayanan 

kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input 

dari sebuah proses pembangunan. Bisa juga dengan 

pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan 

untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan. Dalam 

hal pelayanan kesehatan primer diarahkan untuk upaya 

pelayanan promotif dan preventif, melalui pendekatan 

continuum of care dan intervensi berbasis risiko 

kesehatan baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata 

kelola manajemen dan tata kelola program. 

5. Riqab 

Kata ar-riqab adalah bentuk jamak dari kata 

raqabah yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini 

berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” 

karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan 

perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu 

dengan mengikatnya ke leher mereka.  

Kata fi yang mendahului kata ar-riqab (Quraish 

Shihab: 2012) mengesankan bahwa harta zakat yang 

merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah 
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yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar itu 

harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, 

tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang 

mengikat mereka itu. Sementara ulama terdahulu 

memahami kata ini dalam arti para hamba sahaya yang 

sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang 

diistilahkan dengan mukatib. Secara harfiah, dan 

demikian pula kitab-kitab fiqh mengartikan riqab 

sebagai orang dengan status budak. Untuk masa 

sekarang, manusia dengan status budak belian seperti 

ini, sudah tidak banyak lagi diketemukan, atau bahkan 

sudah tidak ada. Akan tetapi, jika menengok pada 

maknanya yang lebih dalam, arti "riqab” secara jelas 

menunjuk pada gugusan manusia yang tertindas dan 

dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal 

maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan 

istilah "fakir-miskin yang lebih merujuk pada manusia 

yang menderita secara sosial ekonomis maka 'riqab' 

merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita 

secara budaya, dan terutama politis. Jika persoalan 

yang dihadapi fakir miskin ditujukan pada bagaimana 

mempertahankan kelangsungan hidup, maka persoalan 
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pokok yang dihadapi riqab, adalah bagaimana bisa 

hidup merdeka sebagaimana layaknya manusia pada 

umumnya.  

Dalam pengertian ini, dana zakat untuk kategori 

riqab akan berarti dana untuk usaha pemerdekaan; 

orang atau kelompok orang yang sedang dalam 

keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk 

menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks 

individual, dana itu ditasarufkan untuk, misalnya: i) 

mengentaskan buruh-buruh rendahan dan buruh-buruh 

kasar dari belenggu pihak majikan yang menjeratnya. 

ii) mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu 

yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan 

hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih. 

Sementara dalam bentuknya yang struktural, dana 

riqab ini bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan 

pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan 

hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam 

dimensi individual maupun sosialnya.  

Menurut Madzhab Hanafi, riqab ialah para 

budak yang diperintah mengangsur untuk merdeka. 
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Sementara menurut mazhab Maliki, budak mukatab 

ialah budak Muslim yang membeli kemerdekaannya 

dengan harta dari zakat. Waris wala’nya ialah untuk 

orang-orang Islam. Jadi apabila ia mati dan tidak ada 

ahli warisnya, sedangkan dia tidak mempunyai harta, 

maka harta itu menjadi milik baitul maal yang dimiliki 

orang Islam. Sedangkan mazhab Hambali 

menerangkan, budak mukatab (riqab) ialah budak yang 

mengangsur kemerdekaannya walaupun masa 

pembayaran angsurannya itu belum tiba dan ia diberi 

zakat sesuai dengan kadar untuk melunasi hutang 

angsurannya. 

Demikian pula Mazhab Syafi’i menganggap 

riqab adalah budak mukatab yaitu budak yang 

mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai 

dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar 

angsuran kemerdekaannya supaya segera selamat dari 

sifat budak. Namun dia boleh diberi zakat itu namun 

harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: a. Perjanjian 

kitabahnya memang benar; b. Budak tersebut mukatab 

Islam; c. Dia memang tidak mempunyai harta untuk 
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membayar angsuran kitabahnya; dan d. Dia bukan 

budak mukatab dari orang yang memberi zakat.  

Sedangkan Imam Taqiyuddin menyatakan: 

“Riqab yaitu para budak yang telah berakad dengan 

pemiliknya hendak menebus dirinya dengan bayaran 

secara mengangsur sebab selain budak mukatab, 

mereka tidak dapat memiliki hasrat. Jadi budak 

mukattab boleh diberi zakat untuk membantu 

memerdekakan dirinya dengan syarat jika budak 

mukattab tersebut tidak mempunyai harta yang cukup 

untuk menebus dirinya. Budak mukatab yang boleh 

diberi zakat disyaratkan akad kitabahnya harus sah. 

Menurut qaul ashah boleh memberikan zakat kepada 

budak mukattab selama waktunya perjanjian 

membayar secara angsuran itu berlaku.  

Menurut Yusuf Qardawi, riqab adalah bentuk 

jamak dari raqabah. Istilah ini dalam Quran artinya 

budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian 

perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam 

kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-

olah Qur’an memberikan isyarah dengan kata kiasan ini 
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maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada 

bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. 

Membebaskan budak belian artinya sama 

dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang 

mengikatnya. Pada ayat tentang sasaran zakat Allah 

berfirman: "Dan dalam memerdekakan budak belian." 

Artinya. Bahwa zakat itu antara lain harus 

dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan 

menghilangkan segala bentuk pcrbudakan.  

Cara membebaskan bisa dilakukan dengan 

menolong hamba mukatab, yaitu, pertama, budak 

yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan 

tuannya, bahwa bila dia sanggup menghasilkan harta 

dengan nilai dan ukuran tertentu. Allah telah 

memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk 

memberikan kesempatan pada hamba-hambanya 

untuk memerdekakan dirinya bila ia rnenghendakinya 

serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah 

memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan 

pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala 

tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya 
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memudahkan mereka. Demikian pula masyarakat 

hendaknya mau menolong agar mereka dapat 

melepaskan diri dari perbudakan. Membebaskan budak 

belian dengan cara ini, diikuti oleh Imam Abu-Hanifah, 

Imam Syafi'i, golongan keduanya dan Laits bin Sa'ad. 

Mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari 

Ibnu Abbas. Dia menyatakan maksud dari firman Allah 

SWT: "Dan dalam memerdekakan budak belian."  

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau 

seseorang bersama-sama dengan temannya membeli 

seorang budak atau amah kemudian membebaskan. 

Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari 

harta zakat yang diambilnya, kemudian dia 

membebaskan. Cara ini termasuk pendapat yang 

masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan 

Ishak.   

Banyak hadis yang menyebutkan tentang pahala 

memerdekakan budak dari belenggu perbudakan, dan 

bahwa Allah SWT memerdekakan setiap anggota tubuh 

dari budak itu setiap anggota tubuh dari orang yang 

memerdekakannya, hingga kemaluan dengan 
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kemaluan (yakni dari api neraka). Hal ini tiada lain 

karena pembalasan itu disesuaikan dengan jenis 

amalnya, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, 

“Dan tidaklah kalian diberi pembalasan melainkan 

terhadap apa yang telah kalian kerjakan.” (Ash-Shaffat: 

39) 

Dari Abu Hurairah R.A., disebutkan bahwa Nabi 

SAW. pernah bersabda, “Ada tiga macam orang yang 

pasti ditolong oleh Allah, yaitu orang yang berperang 

di jalan Allah, budak mukatab yang berniat untuk 

melunasinya, dan orang yang menikah dengan niat 

hendak memelihara kehormatannya.” 

Hadis ini merupakan riwayat Imam Ahmad dan 

Ahlus Sunan, kecuali Imam Abu Daud. Di dalam kitab 

Musnad disebutkan melalui Al-Barra ibnu Azib yang 

mengatakan bahwa pernah datang seorang lelaki lalu 

bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada 

suatu amal yang dapat mendekatkan diriku ke surga 

dan menjauhkan diriku dari neraka." Maka Nabi Saw. 

Bersabda, “Merdekakanlah budak dan lepaskanlah 

tanggungan (leher)nya. Lelaki itu berkata, "Wahai 
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Rasulullah, bukankah pengertian keduanya sama?" 

Rasulullah Saw. menjawab: Tidak. Memerdekakan 

budak artinya kamu memerdekakannya sendiri, 

sedangkan melepaskan tanggungannya ialah kamu 

membantu pelunasannya.” 

Berbicara tentang budak, maka sangat berkaitan 

dengan ketidaksetaraan dan kesenjangan. Suatu 

keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam 

pemenuhan hak dan kewajiban. Tidak diskriminasi 

dalam pemenuhan seluruh aspek kehidupan. Akibat 

ketidaksetaraan yang terjadi, dapat merugikan semua 

orang. Dengan demikian, menghapuskan segala bentuk 

kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik 

dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan 

eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi 

lainnya. 

Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh 

dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui 

penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan 

kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan 

tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan 
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keluarga  yang tepat  secara nasional. Menjamin 

partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang 

sama bagi perempuan untuk memimpin di semua 

tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan 

politik, ekonomi, dan masyarakat. Melakukan 

reformasi untuk memberi hak yang sama kepada 

perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses 

terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan 

bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan 

sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. 

Meningkatkan penggunaan teknologi yang 

memampukan, khususnya teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan 

perempuan. 

Begitu pula dalam mengurangi Kesenjangan 

Intra-Negara dan Antar Negara. Perbedaan yang 

semakin lebar adalah seruan untuk bertindak yang 

membutuhkan adopsi kebijakan-kebijakan tepat untuk 

memberdayakan peraih pendapatan pada persentase 

terbawah dan mendorong inklusi ekonomi untuk 
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semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras atau 

etnis. 

Kesenjangan pendapatan adalah masalah global 

yang membutuhkan solusi global. Hal ini melibatkan 

perbaikan aturan, pengawasan pasar dan institusi 

finansial, serta mendorong bantuan pembangunan dan 

investasi asing secara langsung pada wilayah-wilayah 

yang paling membutuhkan. Memfasilitasi perpindahan 

dan pergerakan penduduk yang aman juga menjadi 

kunci untuk menjembatani perbedaan yang semakin 

lebar. 

Memberdayakan dan meningkatkan inklusi 

sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari 

usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama 

atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. 

Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi 

kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus 

hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan 

mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang 

tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 

6. Gharimin 
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Kata gharimin berasal dari kata ghariim yang 

berarti orang yang berutang, asal kata pengertian 

gharim menurut bahasa adalah tetap, dengan makna ini 

maka utang bersifat tetap. Dan disebut gharim karena 

tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang. 

Dengan kata lain, orang yang berutang atau yang dililit 

utang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun 

yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk 

kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jika dia tidak 

memiliki, maka ia termasuk kelompok fakir miskin. 

Tentu saja yang berhak menerima bagian ini bukanlah 

mereka yang berfoya-foya apalagi menggunakannya 

untuk kedurhakaan. Ketetapan hukum menyangkut al-

gharimin itu merupakan rahmat dan bantuan, baik 

untuk yang berutang maupun yang memberinya. Imam 

Syafi’i dan Ahmad Ibu Hanbal membenarkan juga 

memberi ganti dari zakat bagi siapa yang menggunakan 

uangnya untuk melakukan perdamaian atau 

kepentingan umum.  

Ulama berbeda pendapat tentang yang wafat 

dan meninggalkan utang, apakah dapat diambilkan dari 
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bagian al-gharimin atau tidak. Imam Abu Hanifah tidak 

membenarkan, bahkan beliau mensyaratkan pemberian 

bantuan dari zakat bagi yang berutang hanyalah siapa 

yang terancam dipenjara bila tidak membayar 

utangnya. Ulama lain membolehkan bagi siapa yang 

telah wafat untuk dibayarkan utangnya dari uang zakat 

jika dia tidak meninggalkan harta warisan. 

Gharim menurut mazhab Abu Hanifah adalah 

orang yang mempunyai utang dan asset yang dimiliki 

tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. 

Imam Maliki, Syafii dan Ahmad menyatakan bahwa 

orang yang mempunyai utang berbagi kepada dua 

golongan, yaitu, pertama, kelompok orang yang 

mempunyai utang untuk kebaikan dan kemasalahatan 

diri dan keluarganya. Kedua, kelompok orang yang 

berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. 

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa salah 

satu kelompok yang termasuk gharimin adalah 

kelompok orang yang terkena berbagai bencana dan 

musibah, sehingga mutlak adanya kebutuhan yang 
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mendesak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan 

keluarganya.  

Berdasarkan hal tersebut, gharim ialah orang 

yang menanggung suatu tanggungan atau menjamin 

suatu utang, hingga dia diharuskan melunasinya. Lalu 

dalam melunasi utangnya itu menghabiskan semua 

hartanya. Atau dia tenggelam dalam utangnya sehingga 

tidak mampu melunasinya, atau utang yang 

menghabiskan semua hartanya itu ia lakukan dalam 

maksiat, kemudian ia bertobat. maka terhadap mereka 

semua diberikan sebagian dari harta zakat.  

Qubaisah bin Mukhariq Al-Hilali yang 

menceritakan bahwa dia menanggung suatu 

tanggungan utang, lalu ia datang menghadap 

Rasulullah SAW untuk meminta sebagian dari harta 

zakat guna melunasinya. Maka Rasulullah Saw. 

bersabda, “Tinggallah kamu hingga harta zakat datang 

kepada kita, maka akan kami perintahkan untuk 

memberikan sebagiannya kepadamu. Selanjutnya 

Rasulullah SAW bersabda: Hai Qubaisah, sesungguhnya 

meminta itu tidak halal kecuali bagi salah seorang di 
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antara tiga macam orang, yaitu bagi seorang lelaki yang 

menanggung suatu tanggungan utang, maka dihalalkan 

baginya meminta hingga dia dapat melunasinya, 

kemudian menahan diri dari meminta-minta. Dan 

seorang lelaki yang tertimpa suatu musibah hingga 

semua hartanya habis, maka dihalalkan baginya 

meminta-minta hingga dia memperoleh pegangan bagi 

kehidupannya, atau kecukupan bagi kehidupannya. 

Dan seorang lelaki yang tertimpa kemiskinan, hingga 

ada tiga orang yang berakal (bijak) dari kalangan 

kerabat dalam kaumnya mengatakan bahwa 

sesungguhnya si Fulan telah jatuh miskin, maka 

dihalalkan baginya meminta-minta hingga beroleh 

pegangan kehidupan atau kecukupan bagi 

penghidupannya. Adapun meminta-minta yang bukan 

berdasarkan alasan tersebut, maka hal itu merupakan 

barang haram yang dimakan oleh pelakunya.” (HR. 

Muslim). 

Dari Abu Sa'id disebutkan bahwa di masa 

Rasulullah SAW pernah ada seorang lelaki yang 

tertimpa suatu musibah, karena buah-buahan yang 
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dibelinya busuk semua, hingga dia berutang banyak. 

Maka Nabi SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian 

untuknya." Maka orang-orang (para sahabat) 

memberikan sedekah mereka kepadanya, tetapi hal 

tersebut masih juga belum dapat melunasi utangnya. 

Lalu Nabi SAW bersabda kepada para pemilik 

piutangnya: Ambillah apa yang kalian jumpai, dan 

tidak ada lagi bagi kalian kecuali hanya itu.” (Riwayat 

Muslim) 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan 

kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada 

kami Sadaqah ibnu Musa, dari Abu Imran Al-Juni, dari 

Qais ibnu Yazid, dari Qadi Masriyyain, dari Abdur 

Rahman ibnu Abu Bakar yang mengatakan bahwa 

Rasulullah SAW pernah bersabda, “Allah menyeru 

orang yang berutang kelak di hari kiamat hingga orang 

itu diberdirikan di hadapan-Nya. Lalu Allah berfirman, 

"Hai anak Adam, mengapa kamu mengambil utang ini, 

dan mengapa engkau sia-siakan hak-hak orang lain?” 

Maka dia menjawab, "Wahai Tuhanku sesungguhnya 

Engkau mengetahui bahwa aku telah mengambil utang 
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itu dan aku tidak memakan dan meminum serta tidak 

menyia-nyiakannya, tetapi aku terkena kebakaran, dan 

adakalanya kecurian dan adakalanya kehilangan.” 

Maka Allah berfirman, "Benarlah apa yang dikatakan 

hamba-Ku, Aku lebih berhak untuk melunaskannya 

pada hari ini daripada kamu.” Kemudian Allah 

memerintahkan kepada sesuatu, lalu sesuatu itu 

diletakkan pada salah satu sisi neraca orang itu sehingga 

kebaikan-kebaikannya lebih berat ketimbang 

keburukan-keburukannya, akhirnya dia masuk surga 

berkat karunia dan rahmat Allah. 

Bagi gharimin, hal yang dibutuhkan pekerjaan 

layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan 

untuk keluar dari cengkeraman utang. Kekurangan 

peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi 

yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi 

mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang 

menjadi landasan masyarakat. Bukan hanya itu, 

menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai 

pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana 
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pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang 

kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih 

kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini 

merupakan lingkaran positif yang baik bagi 

perekonomian maupun bagi masyarakat serta 

mendorong pembangunan berkelanjutan. 

7. Fisabilillah  

Sabil artinya ath-thariq atau jalan. Sabilillah 

artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang 

diupayakan untuk mencapai ridha Allah. Sabilillah 

kerap diartikan sebagai jihad (berperang), karena 

memang pada sejumlah ayat Al Quran, arti dari kata 

fisabilillah sangat berdekatan dengan pemahaman jihad 

berperang di jalan Allah SWT. Namun demikian, bila 

kita menelaah lebih dalam, memahami kata fisabilillah 

ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan 

Allah. 

Para Imam berpendapat, seperti Imam 

Muhammad menafsirkan sabilillah sebagai jamaah haji 

yang kehabisan bekal atau riwayat lain dari Hanafiah 

ada pula yang mengartikan sabilillah sebagai pencari 
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ilmu atau mereka yang bekerja untuk kebajikan dan 

kemaslahatan umat Islam secara umum (dakwah).  

Dari semua golongan Hanafiah, walaupun 

bebeda pemahaman akan arti fisabilillah, namun 

mereka sepakat pada dua hal, paling tidak terhadap 

adanya kebutuhan terhadap materi yang mendesak 

pada setiap kondisi, baik tentara perang, jamaah haji, 

pencari ilmu atau mereka yang berdakwah, selain itu 

sepakat pula bahwa sasaran dari zakat ini tidak boleh 

digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya.  

Mazhab Maliki sepakat bahwa sabilillah itu 

berkitan dengan perang dan jihad atau yang semakna 

dengan itu, misalnya tentara pos penjagaan daerah 

yang perbatasan dan lain sebagainya. Malikiyah 

berpendapat bahwa boleh mendistribusikan dana zakat 

kepada mujahid atau yang semakna walaupun 

keadaannya kaya. Hal ini tentunya berbeda dengan 

pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi. 

Berdasarkan paparan tersebut, sabilillah dengan 

menjamin kualitas pendidikan yang merata serta 

meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat 
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untuk semua. Dewasa ini, pendidikan merupakan hak 

mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting 

untuk menunjang kehidupan manusia karena pada 

dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya 

tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan 

pengembangan kajian pendidikan juga harus 

disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada 

di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen 

yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang 

ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan 

demikian karena pendidikan merupakan bagian dari 

kebudayaan dan peradaban manusia yang terus 

berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan 

manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. 

Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan 

generasi muda sebagai agent of change yang membawa 

perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi 

agent of producer yang mampu menciptakan 

perubahan yang nyata. Pendidikan harus bisa menjadi 

patron bukan hanya dalam hal pendidikan formal tapi 
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yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu 

mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan 

inovatif yang mendorong kreativitas dan daya inovatif 

anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi yang 

dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan 

untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan 

berkelanjutan yang aplikatif. 

8. Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan 

untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan 

perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. As-Sabil 

artinya at-thariq atau jalan. Ibnu sabil dalam al quran 

diilustrasikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang sangat 

penting, karena Islam senantiasa merangsang untuk 

melakukan perjalanan dan bepergian dengan beragam 

motivasi yang ditunjukkan Al Quran. 

Ibnu Sabil ialah seorang musafir yang melewati 

suatu kota, sedangkan ia tidak lagi mempunyai suatu 

bekal pun untuk melanjutkan perjalanannya. Maka dia 

diberi dari harta zakat sejumlah bekal yang cukup untuk 

memulangkannya, sekalipun di negerinya dia adalah 
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orang yang berharta. Demikian pula hukumnya 

terhadap orang yang hendak melakukan suatu 

perjalanan dari negerinya, sedangkan dia tidak 

mempunyai bekal; maka dia dapat diberi dari harta 

zakat untuk bekal yang mencukupinya pulang pergi.  

Dalil yang menyatakan hal ini adalah ayat di 

atas, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud 

dan Ibnu Majah melalui Ma'mar, dari Zaid ibnu Aslam, 

dari Ata ibnu Yazar, dari Abu Sa'id R.A. yang 

mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 

“Zakat tidak halal bagi orang yang berkecukupan 

kecuali lima macam orang, yaitu orang yang mengurusi 

zakat atau seorang lelaki yang membelinya dari 

hartanya, atau orang yang berutang, atau orang yang 

berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang diberi 

bagian dari harta zakat, lalu ia menghadiahkannya 

kepada orang yang kaya.” 

Sufyan telah meriwayatkannya dari Zaid ibnu 

Aslam dari Ata secara mursal. 

Menurut riwayat Imam Abu Daud dari Atiyyah Al-Aufi. 

dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa Rasulullah 
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SAW telah bersabda, “Zakat tidak halal bagi orang kaya 

kecuali bagi yang sedang berjuang di jalan Allah dan 

yang sedang menjadi ibnu sabil, atau tetangga yang 

fakir, lalu ia menghadiahkannya kepadamu atau 

mengundangmu (kepada jamuannya).” 

Berdasarkan hall tersebut, ibnu sabil 

membutuhkan jaminan ketersediaan serta pengelolaan 

air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, 

energi dan kota serta pemukiman yang berkelanjutan. 

Hal ini penting karena air bersih dan sanitasi layak 

adalah kebutuhan dasar manusia. Begitu pula dengan 

jaminan akses energi yang terjangkau, andal, 

berkelanjutan dan modern. Hal tersebut dapat 

menjadikan kota dan permukiman yang aman, tangguh 

dan berkelanjutan. 
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BAB II  

PERAN ZAKAT DALAM MENGATASI 

PERMASALAHAN PEREKONOMIAN 

MASYARAKAT 

 

Zakat telah menjadi pilar dasar dalam sistem ekonomi 

dalam Islam. Zakat berfungsi untuk memastikan 

sirkulasi harta di masyarakat sehingga ketimpangan 

antara mereka yang mampu dan tidak mampu tidak 

terlalu tinggi. Hal ini dapat mengurangi kemiskinan dan 

menciptakan solidaritas di tengah masyarakat untuk 

jangka panjang. Pembahasan mengenai korelasi zakat 

dengan pembangunan ekonomi telah banyak 

dikemukakan oleh pakar ekonomi syariah.  

Dalam penelitiannya, Lamodo (n.d) 

menekankan bahwa zakat tidak hanya bisa dilihat 

dengan hasil akhir untuk pencapaian kesejahteraan 

sosial, tetapi juga hubungan langsung yang terjadi 

dengan ekonomi. Dua variabel ini menunjukkan 

kausalitas positif dimana pada hasilnya akan 

menghasilkan pembangunan sosial yang merata. Hal ini 
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dapat dianalisa dengan mempertimbangkan 

keberadaan zakat dapat berimplikasi dengan 

peningkatan produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh 

karena itu, zakat perlu untuk dipetimbangkan sebagai 

instrumen penting untuk melihat pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi. Bagian ini akan membahas 

tentang implikasi zakat pada pertumbuhan ekonomi 

dengan melihat dari peran zakat dalam pemerataan 

pendapatan, pengembangan sektor riil, dan 

minimalisasi dampak inflasi. Selanjutnya, bagian ini 

akan melihat bagaimana zakat berperan langsung 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

melalui keterampilan kerja, modal usaha, dan 

pendidikan.  

Pertumbuhan ekonomi suatu negara selalu 

bergantung pada perkembangan dari aspek-aspek 

berhubungan dengan kualitas individu dan komunitas. 

Malido (2016) menyebutkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi selalu diasosiasikan dengan peningkatan 

produksi berkelanjutan pada barang dan pelayanan 

(atau melalui GDP) yang mana berdampak pada 
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naiknya taraf hidup dari masyarakat. Zakat dapat 

dilihat dari sudut pandang ekonomi makro dan mikro. 

Pada ekonomi makro, terdapat hubungan antara zakat 

dengan efeknya dalam mengurangi inflasi. Sarea (2012) 

memaparkan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat 

mampu diadaptasi menjadi salah satu kebijakan 

moneter untuk mengurangi angka inflasi dengan cara 

mewajibkan zakat untuk diterima oleh penerima zakat. 

Siddiqi (1996) mengatakan bahwa pengendalian inflasi 

dapat dilakukan dengn moderasi konsumsi dan 

pengaturan uang publik. Dalam kerangka berpikir ini, 

zakat dapat berfungsi untuk melakukan redistribusi 

sumber daya sehingga akan memberikan dampak 

perubahan pada komposisi agregat permintaan dan 

mengurangi fluktuasi agregat permintaan. Sehingga, 

pada praktiknya, zakat dapat membantu sirkulasi uang 

yang beredar dikarenakan adanya distribusi tidak hanya 

di kalangan tertentu saja tetapi juga pada kalangan 

yang tidak mampu. 

Sementara itu, dalam cakupan ekonomi mikro, 

zakat berperan dalam mengembangkan sektor-sektor 
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riil yang dapat mengatur sirkulasi produksi dan 

permintaan. Cara ini dapat dicapai dengan 

pendayagunaan zakat dengan memberikan bantuan 

modal usaha pada penerima zakat. Bantuan untuk 

keberlanjutan dalam usaha akan mengoptimalkan 

produksi pada sektor tertentu. Hal ini akan menambah 

nilai keuntungan yang dapat diraih dan juga daya saing 

pada negara.  

Martaningsih et.al (2014) menggambarkan 

hubungan langsung antara zakat dengan segmen 

ekonomi pasar melalui grafik di bawah ini: 
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Gambar 4 Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 

pembayaran zakat akan berefek pada penurunan 

permintaan muzakki dari DH1 menjadi DH2. 

Penurunan ini akan berpengaruh pada pasar segmen 

mustahiq. Pada grafik pasar segmen mustahiq, 

penerimaan zakat berbentuk barang konsumsi, maka 

akan berdampak pada naiknya permintaan mustahiq 

dari DS1 menjadi DS2. Hal ini akan mendorong 

meningkatnya harga di segmen mustahiq. Namun, 

apabila zakat diterima dalam bentuk modal kerja atau 

produktif, maka penawaran segmen mustahiq akan 
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meningkat dari garis Ss1 menjadi Ss2. Hasilnya memang 

jumlah permintaan mustahiq relatif lebih menurun dan 

lienear dengan harga yang juga menurun. Berdasarkan 

grafik yang dipaparkan oleh Martaningsih et.al (2014), 

maka dapat disimpulkan bahwa zakat konsumtif dan 

produktif aan meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian dengan catatan bahwa penurunan 

permintaan segmen muzakki dapat diimbangi oleh 

peningkatan perdagangan segmen mustahiq yang lebih 

tinggi.  

Pada penjelasan terakhir, zakat secara umum 

dapat dilihat sebagai upaya untuk peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Setelah menelisik bagaimana 

keterkaitan zakat pada segmen ekonomi, selanjutnya 

kita perlu melihat bagaimana zakat berpengaruh 

langsung untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada 

level individu. Distribusi dana zakat dapat digunakan 

penerima zakat untuk membantu mereka dalam 

memproduksi sesuatu dan menghasilkan pendapatan 

yang terus bergulir. Sebagaimana dikemukakan pada 

bagian keterhubungan zakat dengan ekonomi mikro, 



62 

 

dana zakat yang digunakan untuk modal usaha dapat 

membantu mengurangi pengangguran dan juga 

menaikkan daya usaha masyarakat. Suhaili dan Kamri 

(2009) mengenalkan istilah “dana produktif” dari zakat 

sebagai penggunaan dana zakat untuk duungan modal 

terhadap wirausaha yang masih kekurangan modal. 

Upaya ini kontras dengan distribusi zakat berupa 

penyediaan kebutuhan dasar. Bentuk terakhir hanya 

akan menjadi konsumsi bagi penerima zakat tanpa 

memastikan keberlanjutan hidup mereka apabila tidak 

dibekali dengan kemampuan untuk dapat bersaing, 

seperti pelatihan bekerja maupun pendidikan. 
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BAB III 

MANAJEMEN ZAKAT: PENGEMBANGAN 

PROGRAM ZAKAT 

 

Program pengembangan dan pemberdayaan zakat 

diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat, 

tidak hanya berdampak pada saat itu namun 

diharapkan dapat berkelanjutan dan menghasilkan 

masyarakat yang mandiri. Sehingga teori dan 

pendekatan yang mampu mendukung di antaranya 

Teori Perubahan Organisasi, Manajemen Perubahan, 

Masyarakat sebagai Organisasi dan Teori Perubahan 

Sosial. Bagian ini akan membahas teori-teori dan 

pendekatan yang dapat menjadi landasan pendukung 

program pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

3.1. Teori Perubahan Organisasi 

Perubahan Organisasi adalah istilah yang 

digunakan dalam proses suatu organisasi secara 

keadaan bergeser atau berpindah dari keadaan saat 
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ini ke kondisi yang diinginkan dalam rangka 

meningkatkan efektivitas organisasi tersebut 

(Winardi, 2005:2). Salah satu tujuannya adalah 

mencari suatu cara baru atau memperbaiki keadaan 

yang sudah ada dalam menggunakan sumber daya 

dan kemampuan untuk menciptakan suatu nilai serta 

mencapai hasil yang diinginkan.  Perubahan organisasi 

merupakan suatu proses yang sistematis yakni 

perubahan dari sebuah topik yang hanya menarik untuk 

beberapa akademisi dan praktisi menjadi sesuatu topik 

yang menarik untuk para eksekutive perusahaan untuk 

kelangsungan hidup organisasi (Coram dan Burnes, 

2001).  

Namun perubahan yang terjadi tidak selalu 

memberi dampak yang baik, sebagaimana Desplaces 

(2005) menuturkan, dampak dari perubahan bisa 

saja tidak menguntungkan. Tidak jarang juga 

perubahan memunculkan kejadian signifikan bahkan 

“dramatis” sebagaimana menurut Abrahamson 

(2000). Poras dan Robertson (1992, dalam Desplaces 

(2005) memberikan paparan bahwa umumnya hasil 
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positif yang dihasilkan dari suatu kebijakan 

perubahan hanyalah sebesar 38%. Meskipun belum 

ada bukti kuat mengenai manfaat langsung atas 

kebijakan perubahan organisasi bagi kemajuan suatu 

organisasi, praktisi dan pencetus teori tetap 

berpendapat bahwa perubahan penting dilakukan 

bagi organisasi. 

Perubahan organisasi harus dikelola apabila 

ingin meraih keberhasilan, yaitu dengan mengarahkan 

pada peningkatan kemampuan organisasi dalam 

menghadapi tantangan dan peluang. Perubahan 

organisasi harus dapat diarahkan pada perubahan 

perilaku manusia dan proses organisasional, sehingga 

perubahan organisasi yang dilakukan dapat lebih 

efektif. Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan 

organisasi yang lebih adaptif dan fleksibel. Dengan 

administrasi yang lebih modern, maka akan terjadi 

perubahan organisasi. Namun, perubahan tersebut 

tidak akan berhasil jika hambatan muncul dari sumber 

daya manusia yang ada di dalam organisasi itu sendiri. 

Demikian juga halnya jika kebiasaan manusia dan 
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budaya organisasinya dibiarkan tidak berubah, 

perubahan organisasi tidak akan berhasil. 

Menurut Jack Wood, dkk (2001) terdapat dua 

jenis perubahan yaitu perubahan radikal dan 

perubahan bertahap. Perubahan radikal adalah 

perubahan yang mampu  merubah komponen sistem 

dalam organisasi. Perubahan bertahap adalah 

perubahan yang terjadi terus menerus dan dampaknya 

kecil. Jenis perubahan ini adalah yang paling sering 

terjadi dalam organisasi.  

3.1.1. Perubahan Terencana 

Perubahan terencana adalah kegiatan 

perubahan yang disengaja dan berorientasi pada 

tujuan. Menurut Robbins (2006) terdapat dua alasan 

yang mendasari perubahan terencana, 

a. Perubahan itu mengupayakan perbaikan 

kemampuan organisasi. 

b. Perubahan itu mengupayakan perbaikan perilaku 

karyawan 
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  Jika organisasi ingin bertahan hidup, maka dia 

harus menanggapi perubahan lingkungan. Upaya untuk 

memotivasi anggota organisasi, memperkenalkan tim 

kerja dan kerja tim, mendidik dan melatih anggota 

organisasi, mengubah kebijakan organisasi, merubah 

peraturan-peraturan organisasi, serta mengubah status 

organisasi adalah beberapa contoh dari kegiatan 

perubahan terencana. Pada dasarnya penyebab 

keberhasilan dan kegagalan organisasi adalah tindakan 

dari para anggota organisasi itu sendiri. Sehingga 

perubahan terencana juga fokus pada perubahan 

perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. 

Suatu organisasi dapat diubah dan 

dikelompokan dalam empat kategori yaitu struktur, 

teknologi, penataan fisik, dan orang. Mengubah 

struktur mencakup pembuatan perubahan dalam 

hubungan wewenang, mekanisme koordinasi, rancang 

ulang pekerjaan, atau variabel struktural serupa. 

Mengubah teknologi meliputi modifikasi dalam cara 

kerja yang diproses dan dalam metode serta peralatan 

yang digunakan, mengubah penataan fisik meliputi 
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pengubahan ruang dan pengaturan tata letak dalam 

tempat kerja. Mengubah orang mengacu pada 

perubahan dalam sikap, keterampilan, pengharapan, 

persepsi, dan atau prilaku karyawan 

3.1.2. Perubahan Organisasi Dalam Islam 

Islam adalah agama yang membimbing umatnya 

untuk selalu berbuat baik. Islam juga menuntun umatya 

untuk selalu melakukan perubahan dalam hidupnya, 

entah itu perubahan secara nyata atau perubahan yang 

tidak nyata. Perubahan yang nyata dalam hidup setiap 

orang adalah perubahan dari yang malas menjadi giat, 

dari yang tidak mau berusaha menjadi mau berusaha 

dan masih banyak yang lainnya. Kemudian perubahan 

yang tidak nyata dalam setiap orang adalah niat yang 

kuat, karena setiap orang sering tidak mempunyai niat 

yang kuat dalam dirinya. 

  Allah SWT menurunkan ayat yang sangat 

berhubungan dengan perubahan yaitu dalam QS. Ar-

Ra’ad: 11 yang berbunyi, “Bagi manusia ada malaikat-

malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 

dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 
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Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” 

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam QS. 

Ibrahim: 1, yaitu, “Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang 

Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan 

manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang 

benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju 

jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.” 

(QS. Ibrahim : 1) 

Kedua ayat di atas telah menyebutkan tentang 

bagaimana manusia dianjurkan untuk berubah agar 

menjadi lebih baik dan berkembang. ت   غ  ي  ير yang 

berarti merubah. Dalam hal ini merubah dalam hal 

kebaikan bukan dalam hal keburukan. Sedangkan 

dalam firan yang kedua ini juga menyebutkan tentang 

perubahan yang sangat jelas bahwa Allah menurunkan 
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Al-Qur’an adalah membimbing umat manusia dari jalan 

yang gelap gulita menjadi terang benderang. 

3.2. Manajemen Perubahan 

3.2.1. Implementasi Perubahan 

Beberapa teknik dapat digunakan untuk 

mensukseskan implementasi perubahan. Salah 

satunya adalah delapan langkah dalam perubahan 

skala besar (Kotter, 2012). 

1. Membangun Rasa Urgensi 

Setelah pemimpin mengidentifikasi kebutuhan 

akan perubahan, mereka perlu mencegah adanya 

resistansi dengan menciptakan rasa urgensi yang 

sangat dibutuhkan dalam perubahan. Krisis yang 

dihadapi organisasi dapat mengubah perilaku 

karyawan saat ini dan membuat mereka bersedia 

menyediakan waktu dan energinya untuk 

mengadopsi teknik atau prosedur baru. 

2. Menciptakan Tim Pemandu 

Dengan adanya situasi mendesak, para agen 

perubahan yang sukses lalu membentuk tim 
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pemandu (guiding team). Tim yang memiliki 

kredibilitas, keahlian, koneksi, reputasi, dan 

wewenang formal yang dibutuhkan dalam sebuah 

kepemimpinan perubahan. Tim ini belajar beroperasi 

sebagaimana tim-tim bagus lainnya, dengan saling 

mempercayai dan memiliki komitmen emosional. 

Mereka yang kurang berhasil biasanya hanya 

mengandalkan satu orang bahkan tidak seorang pun, 

mengandalkan unit kerja dan kepanitiaan yang 

lemah, atau struktur birokrasi yang rumit. Semuanya 

tanpa wewenang, keahlian, ataupun kemampuan 

untuk melakukan tugas mereka. Lalu usaha 

perubahan terganggu oleh unit kerja yang tidak 

memiliki persyaratan untuk melakukan perubahan 

yang dibutuhkan. 

3. Merumuskan Visi dan Strategi 

Pemimpin yang telah berhasil membawa 

mereka melalui suksesnya transformasi, mempunyai 

satu hal kesamaan: mereka fokus pada 

memformulasikan dan mengartikulasi visi dan 

strategi yang menarik yang akan memandu proses 
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perubahan. Bahkan untuk perubahan yang kecil, 

sebuah visi yang mengarahkan ke masa depan lebih 

baik dan strategi yang baik diperlukan untuk 

mencapainya adalah motivasi terpenting dalam 

perubahan. 

4. Mengkomunikasikan Visi Perubahan 

Mengkomunikasikan visi dan strategi adalah 

langkah selanjutnya, amat sederhana, pesan 

menyentuh yang dikirimkan melalui saluran-saluran 

komunikasi yang tidak buntu. Tujuannya adalah 

untuk menimbulkan pemahaman, mendorong 

komitmen berani, dan memompa energi yang lebih 

banyak dari sekelompok orang. 

5. Memberdayakan Tindakan Menyeluruh 

Dalam proses perubahan yang berhasil, apabila 

orang-orang mulai memahami dan menindaklanjuti 

visi perubahan yang diajukan, tugas manajer adalah 

menyingkirkan rintangan yang menghalangi usaha 

mereka. Kata pemberdayaan hampir selalu 

diasosiasikan dengan beban-beban tambahan yang 
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begitu banyak, sehingga mungkin kita tergoda untuk 

mengkesampingkannya. Dalam menggunakan istilah 

ini, pemberdayaan bukanlah mengenai memberikan 

orang-orang wewenang dan tanggung jawab baru, 

lalu kita menonton saja. Yang dimaksud di sini 

adalah menyingkirkan penghalang. 

6. Menghasilkan Kemenangan Jangka Pendek 

Mereka yang bekerja dengan orang-orang 

berdasarkan ketetapan visi akan terbantu meraih 

kemenangan jangka pendek. Kemenangan-

kemenangan ini sangatlah penting. Mereka akan 

memberikan kredibiltas, sumber daya, dan 

momentum yang berguna untuk usaha perubahan 

secara menyeluruh. Tanpa proses yang tidak diatur 

dengan baik, tanpa pemilihan proyek awal yang 

kurang hati-hati, dan tanpa kesuksesan yang datang 

cukup cepat, mereka yang sinis dan skeptis akan 

melemahkan usaha perubahan yang sedang 

berlangsung. 

7. Mengkonsolidasikan Hasil dan Mendorong 

Perubahan yang Lebih Besar  
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Setelah satu seri kemenangan jangka 

pendek, usaha perubahan akan memiliki arah dan 

momentum. Dalam situasi-situasi yang sukses, orang-

orang akan menggunakan momentum yang sudah 

terbangun untuk mewujudkan visi dengan tetap 

menjaga tingginya perasaan terdesak dan rendahnya 

rasa puas diri. Juga dengan menghilangkan pekerjaan 

yang tidak perlu, melelahkan, dan menurunkan 

moral, serta dengan tidak mengumumkan 

kemenangan secara prematur. 

8. Menambatkan Pendekatan Baru dalam Budaya 

Dalam beberapa contoh kasus yang berhasil, 

para pemimpin perubahan di seluruh organisasi 

membuat perubahan bersifat tetap dengan 

membangun budaya baru. Budaya baru ini 

sekelompok norma perilaku dan nilai-nilai yang 

diakui bersama-sama, berkembang melalui 

konsistensi dari keberhasilan tindakan sepanjang 

periode waktu yang cukup. Di sini cukupnya 

promosi, orientasi karyawan baru dengan keahlian, 
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dan acara- acara yang melibatkan emosi bisa 

membuat perbedaan besar. 

3.2.2. Masyarakat Sebagai Organisasi  

Semua organisasi merupakan bagian dari sistem 

sosial yang hidup di tengahtengah masyarakat, 

masyarakat itu sendiri memiliki sifat dinamis, selalu 

mengalami perubahan dan perkembangan. 

Karakteristik masyarakat seperti itu menuntut organisasi 

untuk juga memiliki sifat dinamis. Tanpa dinamika yang 

sejalan dengan dinamika masyarakat, organisasi tidak 

akan dapat bertahan apalagi berkembang. Ini berarti 

bahwa perubahan dalam suatu organisasi merupakan 

kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Secara terus 

menerus organisasi harus menyesuaikan diri dengan 

tuntutan dan perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

Proses penyesuaian dengan lingkungan merupakan 

salah satu permasalahan besar yang dihadapi organisasi 

modern. 
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3.2.3. Desain dan Strategi Program 

Di dalam mendesain sebuah program, maka 

diperlukan perencanaan yang matang di dalam 

menyiapkannya. Secara umum manajemen program 

memiliki siklus atau daur dengan fase yang relatif serupa 

sehingga dapat diaplikasikan dan dimodifikasi sesuai 

dengan keperluan program yang akan dibuat. Siklus 

atau daur manajemen program yang dimaksud dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 5 Daur Manajemen Program 

Melihat gambar tersebut, maka siklus bagian 

awal dapat dimulai dari identifikasi kebutuhan atau 
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permasalahan dan assessment awal. Kemudian 

dilanjutkan dengan perumusan perencanaan dan desain 

program yang sesuai dengan kebutuhan tahap 

sebelumnya. Langkah berikutnya adalah melaksanakan 

program yang telah dirancang. Selama program 

berjalan, maka pengelola tetap perlu melakukan 

pemantauan atau monitoring agar program dapat 

berjalan sesuai dengan rencana dan dapat 

menyesuaikan konteks yang berlangsung pada saat 

pelaksanaan program.  Mengapa konteks perubahan 

perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program? 

Program yang dilaksanakan di suatu tempat dan pada 

waktu tertentu maka akan mendapati proses dan 

perubahan yang bisa saja terjadi dan memberikan 

pengaruh baik langsung dan tidak langsung maupun 

pengaruh dengan skala kecil, sedang, hingga besar. 

Sebuah program yang berlangsung juga melibatkan 

banyak pihak, yang sedikit banyak akan memberikan 

saling keterpengaruhan satu dengan yang lain. Selama 

perubahan yang terjadi dapat ditolerir atau tidak 

menyimpang dari alur program sebagaimana 
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direncakan, maka pelaksana program dapat 

berimprovisasi. 

Setelah program selesai dilaksanakan, maka 

pelaksana program harus melakukan pengecekan atau 

evaluasi kepada setiap detil yang telah dihasilkan dari 

program tersebut. Apakah program telah sesuai dengan 

yang diharapkan? Adakah hal-hal yang terlupakan atau 

belum dapat dilakukan, jika ada maka mengapa? 

Bagaimana respon penerima manfaat program? Dan 

seterusnya dengan mempertanyakan kelengkapan 

program, hasil program, hambatan dan tantangan yang 

dihadapi selama proses pelaksanaan program 

berlangsung, dan pembelajaran apa saja yang diperoleh 

melalui program tersebut.  

Mendesain Program 

Untuk membuat sebuah program diperlukan 

data dan informasi yang berkaitan dengan identifikasi 

persoalan atau permasalahan yang akan disasar, 

identifikasi kebutuhan dari sebuah komunitas atau 

masyarakat tertentu, untuk kemudian memilih skala 

prioritas dari persoalan dan kebutuhan yang ada, atau 
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bisa menggabungkannya untuk dicarikan solusinya 

melalui program yang akan disusun. 

Secara bersamaan, merancang program juga 

perlu memikirkan bagaimana cara dan dari mana saja 

pendanaannya dan mobilisasi sumber dayanya, tim 

pengelola siapa saja, bagaimana strategi pendekatan 

programnya, dll. Sehingga pada saat pelaksanaannya, 

program dapat dijalankan dengan baik dan didukung 

semua pihak. 

Dalam merancang sebuah program terutama 

program pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan 

strategi pendekatan yang pelibatan tokoh kunci dan 

perwakilan masyarakat. Idealnya dapat melibatkan 

semua masyarakat di wilayah program. Namun jika 

dirasa ada ketidakefektifan atau keterbatasan 

masyarakat yang dapat terlibat dalam melakukannya, 

maka masyarakat yang hadir dapat diwakilkan kepada 

beberapa warga yang memiliki kesediaan waktu dan 

ditunjuk masyarakatnya. 

Menyusun program pemberdayaan berarti juga 

berpikir solusi untuk mengatasi persoalan dan 
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pemenuhan kebutuhan masyarakat yang akan disasar. 

Sebagai contoh, ada sebuah komunitas dengan latar 

belakang warga yang masih relative terbelakang. Hal 

tersebut dicontohkan dengan minimnya kakus/toilet di 

dalam rumah warga, akses pendidikan dasar yang tidak 

memadai, dan bergantungnya pemenuhan kebuhan 

konsumsi sehari-hari dari alam sekitar. Ditambah 

informasi bahwa masyarakat menganggap bahwa 

kehidupan mereka sudah cukup dan enggan melakukan 

aktifitas ekonomi karena terbatasnya akses transportasi 

dan jarak pasar yang sedemikian jauh dan sulit untuk 

ditempuh (jalur air). Maka program yang muncul bisa 

beragam, misalnya program paket pendidikan, 

program pengolahan dan pengemasan seafood, atau 

program penyediaan jamban di rumah-rumah waga. 

Dari masing-masing program dapat dilakukan 

sebagaimana prioritas baik dari kesepakatan warga 

masyarakatnya maupun berdasarkan ketersediaan dana 

dan sumber daya yang dimiliki organisasi pengelola. 

Namun demikian, ada juga contoh sebuah 

program yang mengintegrasikan beberapa bidang dan 
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kegiatan sekaligus dalam susunan programnya. 

Misalnya program Zakat for Community Development 

yang diinisiasi oleh BAZNAS dengan beragam model 

dan isu. Salah satu model yang diterapkan oleh 

BAZNAS Kota Malang yaitu pendampingan kesehatan 

lansia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan cukup variatif 

dan dapat memberikan multiflier effect. BAZNAS Kota 

Malang memiliki kader kesehatan yang dinamai PPKM 

yang bertugas untuk memberikan pelayanan berupa 

pengecekan kondisi kesehatan harian seperti tensi 

darah, terapi fisik bagi yang membutuhkan, mengajak 

bicara bertukar kabar dan kondisinya, mengingatkan 

ritual ibadah hariannya, dll. Para kader PPKM tersebut 

juga memberikan herbal untuk pemenuhan 

pemeliharaan kesehatan para lansia tersebut.  

Di sisi lain, sejak awalnya para kader PPKM ini 

merupakan tenaga relawan yang bekerja secara 

sukarela. Pada prosesnya, BAZNAS Kota Malang mulai 

memproduksi herbal yang diperlukan untuk 

pemeliharaan kesehatan para lansia yang menjadi 

warga dampingannya. Dan pada perkembangannya 
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produksi herbal yang dilakukan oleh PPKM ini dapat 

memenuhi pasar di sekitar Kota Malang. Dari hasil 

produksi dikurangi operasional dan modal, para kader 

PPKM dapat diberikan honor yang cukup baik secara 

bertahap.  

Program tersebut memiliki alur yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 6 Alur Program Pemberdayaan Lansia 
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Dengan demikian, sebuah program dengan 

beberapa kegiatan tersebut dapat diambil 

pembelajaran terkait merancang program diantaranya: 

➢ Mulailah membuat program dengan skala 

(ruang lingkup lokasi, waktu, pendanaan dan 

sumber daya) yang kecil terlebih dahulu. Agar 

jika berhasil maka akan dapat memberikan 

pembelajaran untuk dapat mengulangnya 

dengan skala yang lebih besar atau memodifikasi 

dari program yang telah dilakukan. Jika 

program gagal, maka kerugiannya tidak terlalu 

berdampak dan memperoleh pembelajaran 

untuk dapat membuat program yang lebih dapat 

terealisir dan mudah diimplementasikan. 

➢ Pengembangan program, pada saat 

berlangsungnya program, dimungkinkan untuk 

dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat 

urgensinya, efisiensi dan efektifitas dari fokus 

program utama. 

Strategi Program 
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Strategi program yang dimaksudkan dalam sub 

bagian ini terkait dengan metode pendekatan program 

agar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan 

rencana program. Dalam pendekatan program 

terdapat setidaknya 3 (tiga) model, yakni metode top-

down, bottom-up, dan kombinasi keduanya (top-

down & bottom-up). 

Metode pendekatan program top-down 

merupakan pendekatan yang diawali oleh pembuat 

program dan semua aturan tata laksana sehingga 

memiliki kekuatan instruktif/ memerintah, dan hanya 

memenuhi target sasaran pembuat program. Pelaksana 

program juga telah dipilih berdasarkan keperluan dan 

kepentingan pembuat program, hal ini dilakukan untuk 

mengurangi dan mengantisipasi kegagalan program 

yang dijalankan.  

Metode pendekatan program bottom-up yakni 

kebalikan dari metode top-down. Pendekatan ini 

memprioritaskan aspirasi, partisipasi dan kontribusi 

yang muncul dari masyarakat yang akan menjadi 

sasaran target program. Program disusun berdasarkan 
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musyawarah dengan semua warga dan para 

stakeholdernya dan disepakati bersama-sama. 

Pendekatan ini memiliki kelebihan sense of belonging 

terhadap program dari semua warga dan 

stakeholdernya yang dapat berdampak pada 

keberlanjutan program tersebut, meskipun intervensi 

program telah selesai masanya. 

Ketiga yakni mengkombinasikan antara top-

down dan bottom-up. Kombinasi ini berupaya 

mengawinkan antara pendekatan keduanya agar tujuan 

program yang dirancang, dikelola, dan dijalankan 

tersebut agar diperoleh kesesuaian antara tujuan 

program dengan kebutuhan dan kelangsungan program 

di area target pasca intervensi program.  

3.2.4. Tahapan Pendayagunaan Zakat melalui 

Program 

Secara umum pendayagunaan zakat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok; pertama 

adalah untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif dan 

mendesak, kedua untuk peningkatan kemampuan dan 

keterampilan para penerima manfaatnya agar mampu 
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mencari solusi permasalahannya sendiri, mandiri, dan 

selanjutnya mampu memandirikan orang-orang di 

sekitarnya. Memampukan atau meningkatkan 

kemampuan tersebut bisa juga disebut zakat produktif 

yang dapat diukur melalui 3 aspek yaitu (1) 

kemampuan dalam pengambilan keputusan, (2) 

kematangan mental (material dan spiritual) dan 

kemandirian, serta (3) kemampuan memanfaatkan 

usaha untuk masa depan. 

Pada kelompok distribusi zakat yang diberikan 

untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, maka 

program yang dijalankan akan lebih sederhana baik 

perencanaan, implementasi, dan pelaporannya. Dalam 

pola distribusi zakat konsumtif ini pembuat program 

perlu mengidentifikasi jumlah bantuannya, berapa 

target penerima manfaatnya (mustahik) dan apa saja 

kriteria yang termasuk sebagai penerima manfaat 

tersebut, ruang lingkup kegiatan distribusinya, jangka 

waktu distribusi, dan siapa saja yang akan dilibatkan 

dalam kegiatan tersebut.  



87 

 

Secara sederhana program yang termasuk pada 

kelompok zakat konsumtif ini misalnya pemberian 

makan siang setiap hari Jumat gratis bagi dhuafa, 

penyerahan school kits (perlengkapan sekolah) bagi 

anak-anak jalanan, santunan bagi warga miskin yang 

tidak terakses/memiliki asuransi BPJS untuk 

pengobatan, melayani pemeriksaan gratis bagi warga 

yang tidak mampu, pemberian sembako bagi dhuafa di 

sebuah atau beberap wilayah target program, bantuan 

tunggakan biaya sekolah, dll.  

Sementara pada kelompok pendayagunaan 

zakat produktif akan cenderung variatif dalam konteks 

yang melingkupi di dalamnya. Pada kelompok zakat 

produktif terdapat beberapa tahapan manajerial 

operasional dan juga substansi kontekstual. Manajerial 

operasional berupa mekanisme dan alur kerja program 

secara umum diantaranya perencanaan kegiatan dan 

budgetingnya/pendanaannya, tim yang terlibat, jadwal 

yang akan diterapkan, para mitra yang akan dilibatkan, 

dll. 
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Tahapan substansi kontekstual merupakan 

mekanisme yang mendeskripsikan materi program 

dengan semua turunannya seperti tujuan, tujuan 

antara, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, target 

sasaran, penentuan stakeholder dan mitra strategis yang 

akan dilibatkan, melakukan pengamatan dan analisis 

terhadap konteks sosial budaya ekonomi dan politik 

yang sedang berkembang guna memastikan program 

dapat berjalan secara dinamis. 

Pendayagunaan zakat produktif cenderung 

memiliki kompleksitas di dalam pengelolaannya karena 

lebih banyak memiliki tahapan di dalam persiapan dan 

penyelenggaraannya. Identifikasi dan assessment 

masalah dan kebutuhan masyarakat, pemilihan 

program yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan dan 

karakter masyarakat, pengelolaan masyarakat dan 

mitra strategisnya, monitoring dan evaluasi di setiap 

tahapan, dll. Program zakat produktif umumnya 

menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (atau 

bagi kelompok-kelompok tertentu yang menjadi target 

sasarannya). Di dalam konsep pemberdayaan 3 
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tahapan utama dalam implementasinya, diantaranya 

tahap penumbuhan kelompok warga, penguatan 

kelompok warga, dan pemandirian kelompok. Berikut 

ini penjelasan dari masing-masing tahapan yang 

dimaksud. 

Tahap 1 : Penumbuhan Kelompok, pada tahap ini 

dilakukan upaya-upaya saling mengenali satu dengan 

yang lain baik antar warga, warga dengan pembuat 

program, warga, pembuat program dengan para mitra 

strategis agar keterikatan satu pihak dengan lainnya 

dapat diwujudkan. Kegiatan yang biasanya dilakukan 

pada tahap ini adalah perkenalan baik yang dilakukan 

secara formal dan kolektif bersama-sama, maupun 

dengan cara-cara informal. Kegiatan lainnya yang 

dilakukan adalah memberikan pemahaman terhadap 

rencana dan tujuan program, pada saat bersamaan 

dilakukan proses assessment untuk diperoleh 

kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan program 

tersebut. Tujuan dari penumbuhan kelompok ini agar 

terbangunnya sense of belonging dari masing-masing 

pihak terhadap program dan untuk menyukseskan 
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program hingga terjaganya keberlanjutan program di 

masa mendatang. 

Tahap 2: Penguatan Kelompok, bertujuan untuk 

menumbuhkan kemampuan kelompok dalam 

mengelola permasalahan organisasinya, 

mengidentifikasi permasalahan dan mencari jalan 

keluar serta segala hal yang diperlukan agar kelompok 

bisa mulai mandiri. Kegiatan yang dilakukan dapat 

berupa pelatihan dan segala kegiatan untuk 

meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan 

teknis dan non teknis. Kegiatan-kegiatan lainnya yang 

dimaksudkan untuk menggali keswadayaan kelompok, 

seperti pemupukan modal bersama (dari simpan 

pinjam, arisan kelompok, serta usaha-usaha kelompok 

lainnya) bisa dilakukan.  

Tahap 3:  Pemandirian Kelompok yakni tahap yang 

menentukan untuk menilai apakah program 

pemberdayaan yang diselenggarakan dapat efektif 

bekerja dengan baik sehingga dapat berdampak positif 

pada kemandirian kelompok beserta individu-individu 

di dalamnya. Proses memandirikan kelompok 
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masyarakat ini seyogyanya dilakukan sejak tahapan 

pertama hingga akhir. Namun pada prakteknya 

seringkali pada tahapan di akhir inilah pemandirian 

kelompok sangat dituntut agar tercapai. Adapun yang 

dimaksud dengan pemandirian kelompok ini adalah 

bahwa: 

– Mampu menjalankan kegiatannya sendiri 

– Mampu memanfaatkan SDM dan SDA setempat 

seoptimal mungkin 

– Mampu mengakses pihak-pihak yang dibutuhkan 

pelayanan ataupun usahanya oleh masyarakat 

(seperti bank, pihak swasta, dan sebagainya) 

– Mampu memahami proses-proses perencanaan 

pemerintah dan berperan serta di dalamnya, 

misalnya proses Musyawarah Pembangunan Desa.  

Secara detail yang dilakukan pada setiap 

tahapan dalam program pemberdayaan khususnya di 

bidang ekonomi, maka dapat digambarkan 

sebagaimana gambar di bawah ini: 
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Gambar 7 Tahapan Pemberdayaan Ekonomi 

 

3.2.5. Aktivitas Pemberdayaan Ekonomi 

Untuk mengangkat status mustahik (penerima 

dana zakat) menjadi muzakki (pemberi/pembayar 

zakat) diyakini dapat dicapai melalui program-program 

pemberdayaan, khususnya bidang ekonomi. Aktifitas 

pemberdayaan dapat mengacu sesuai dengan tahapan 

program pemberdayaannya. Dalam pembahasan kali 

ini yang dijelaskan terkait dengan pemberdayaan 

ekonomi sebagaimana dalam pemaparan sebelumnya. 

Diantaranya tahap perintisan & penumbuhan, tahap 

penguatan, dan tahap pemandirian. Di masing-masing 
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tahapan dibagi lagi menjadi aktifitas-aktifitas yang 

secara rinci mendukung tercapainya tujuan program. 

Aktifitas-aktifitas yang dimaksudkan dapat dijelaskan 

melalui tabel berikut ini: 

 

Gambar 8 Aktivitas Pemberdayaan Ekonomi 

Secara umum di setiap tahapannya memiliki 

aktifitas sebagaimana yang digambarkan di atas. Detil 

aktifitas dari setiap tahapannya memiliki keruntutan 

antara satu dengan yang berikutnya. Oleh karena itu, 

penting bagi pengelola program pemberdayaan 

masyarakat khususnya bidang ekonomi untuk 

mengecek dan memastikan kesiapan di setiap tahapan 
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aktifitasnya tersebut apakah telah dilakukan atau hal-

hal lain yang menjadi catatan bagi kesiapannya.    

3.2.6. Indikator Kinerja Program 

Indikator kinerja merupakan metrik finansial 

ataupun non-finansial yang digunakan untuk 

membantu suatu organisasi mengukur dan menilai 

kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indikator kinerja 

umumnya menggunakan istilah indikator kinerja utama 

(IKU) atau ukuran kinerja terpilih (key performance 

indicators, KPI). 

Ada beragam indikator kinerja program yang 

dapat dibuat yang sudah tentu disesuaikan dengan 

keperluan dari tercapainya tujuan program tersebut. 

Indikator kinerja sangat penting untuk disusun agar 

sebuah program dapat diukur dan dinilai apakah telah 

berhasil mencapai tujuannya ataukah belum. Indikator 

kinerja program ini juga merupakan mekanisme dasar 

untuk melihat secara rinci pada aspek mana saja yang 

dapat dilakukan dengan mudah di satu sisi, dan di sisi 

lain menjadi mekanisme untuk melihat aspek yang 

belum atau tidak dapat dicapai. Hal-hal apa saja yang 
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menjadi penghambat dan resiko yang ditemui selama 

program berlangsung atau telah selesai.  

Salah satu program yang tak kalah pentingnya 

adalah program pemberdayaan yang diselenggarakan 

dengan pendanaan zakat. Dimana akuntabilitas yang 

berlaku tidak hanya kepada para donatur, mustahik, 

dan khalayak publik, melainkan juga perlu 

dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Oleh 

karena itu sangat penting memiliki indikator kinerja 

program zakat.  

Secara umum indikator kinerja program beserta 

kegiatan di dalamnya memiliki nilai-nilai dan prinsip 

sebagai berikut: 

1. Relevant (kesesuaian), yakni indikator terkait 

secara logis dan langsung antara tugas institusi 

serta realisasi tujuan dan sasaran strategis 

program. 

2. Well-Defined (dimengerti dengan baik), definisi 

indikator jelas dan tidak bermana ganda 

sehingga mudah untuk dimengerti dan 

digunakan. 
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3. Measurable (dapat diukur), indikator yang 

digunakan diukur dengan skala penilaian 

tertentu yang disepakati, dapat berupa 

pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun 

biaya. 

4. Appropriate (ketepatan), pemilihan indikator 

yang sesuai dengan upaya peningkatan 

pelayanan/kinerja. 

5. Reliable (keakuratan), indikator yang digunakan 

akurat dan dapat mengikuti perubahan 

tingkatan kinerja. 

6. Verifiable (dapat diverifikasi), memungkinkan 

untuk dilakukan proses validasi dalam sistem 

yang digunakan untuk menghasilkan indikator. 

7. Cost-efective (efektifitas biaya), kegunaan 

indikator sebanding dengan biaya pengumpulan 

data. 

Ketujuh nilai dalam menentukan indikator 

kinerja program zakat tersebut yakni bermanfaat untuk 

dapat memastikan bahwa terjadi kesesuaian antara 

indikator yang digunakan dengan tujuan dan harapan 
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program zakat. Indikator kinerja ini terdapat di tujuan, 

tujuan antara (outcome), hasil (output), dan rincian 

kegiatan. Dengan demikian, pada masing-masing 

tahapannya dapat dipantau dan dievaluasi dengan 

cepat dan tepat.  

Contohnya, sebuah program dengan tujuan 

utama kemapanan finansial. Program ini didesain 

sebagai upaya peningkatan kemampuan 

masyarakatnya secara finasial/keuangan melalui 

pemberdayaan. Untuk menjelaskan tujuan tersebut 

dapat dicapai maka penjabaran indikator kinerjanya 

meliputi warga telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya, memiliki pekerjaan tetap (pegawai /usaha), 

penghasilan yang berkelanjutan, memiliki tabungan, 

dan dapat mengakses bank (bankable). Indikator 

tersebut sebagaimana dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 9 Indikator Kemapanan Finansial 

 

  



99 

 

BAB IV 

PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN 

ZAKAT UNTUK KEMANDIRIAN UMMAT  

 

Ada banyak cara dan metode dalam pendayagunaan 

zakat, salah satunya adalah dengan menerapkan 

konsep pemberdayaan. Di dalam pemberdayaan 

sendiri masih dapat diklasifikasikan kepada beberapa 

macam, diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi. 

Pemberdayaan ekonomi banyak dipilih dan digunakan 

sebagai sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk 

mencapai sebuah kondisi masyarakat yang berdaya dan 

mandiri secara ekonomi. Menariknya  melalui 

pemberdayaan ekonomi, dalam beberapa kasus, dapat 

memberikan dampak berlipat atau multiplier effect 

diantaranya dampak sosial dan budaya yang baik 

dalam masyarakat. 

Berbicara mengenai program-program 

pemberdayaan yang dikelola organisasi pengelola zakat 

tentu sangatlah beragam. Dalam bab ini akan dibahas 

program-program yang dikelola dan dikembangkan 
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oleh BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat resmi 

pemerintah. Program-program yang akan dibahas 

diantaranya BAZNAS Tanggap Bencana, Zakat for 

Community Development, Sehat unuk Bangsa, dan 

Pendidikan untuk Bangsa. Program-program tersebut 

memiliki metode campuran di dalam memberdayakan 

mustahiknya yaitu metode yang bersifat bantuan 

langsung (charity) dan metode yang bersifat 

pengembangan diri dan keterampilan, dimana kedua 

metode tersebut dapat digunakan bersamaan dalam 

sebuah program. 

4.1. BAZNAS TANGGAP BENCANA 

Program Tanggap Bencana adalah program 

MERESPON untuk memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi 

bencana. Program Tanggap bencana meliputi tanggap 

darurat, evakuasi, recovery, dan rekontruksi, 

pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana 

dilakukan makasimal 14 hari. 

Program Tanggap Bencana dilakukan 

bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait 
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penanggulangan bencana dan Jaringan Relawan 

Indonesia (JARI) yang tersebar di 33 propinsi dan 

berbagai lembaga sosial. Dengan sisitem kemitraan, 

Program Tanggap Bencana dapat dilaksanakan sesegera 

mungkin, setelah terjadinya bencana. 

Indonesia merupakan negara cincin api yang 

memiliki potensi gempa dan rawan bencana.  

Kerusakan yang ditimbulkan saat bencana membuat 

manusia mengalami trauma fisik dan psikis, sehingga 

menyebabkan keadaan krisis. Bagian masyarakat yang 

mengalami dampak paling buruk dari bencana adalah 

anak-anak. Mereka belum menyadari adanya bahaya, 

tidak mengetahui cara pencegahannya, tak mampu 

menanggulangi saat terjadi serta usaha memperbaiki 

setelah bencana tersebut berlalu. Ketidakmampuan 

anak terhadap beberapa tindakan tersebut dapat 

memicu terjadinya trauma. Trauma pada anak yang 

tidak segera ditanggulangi sering menimbulkan kondisi 

krisis bahkan tidak jarang muncul gangguan mental. 

Program Tanggap Bencana ini sangat penting, 

karena pencegahan ataupun penanggulangan dampak 
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bencana, terutama pada anak sangat diperlukan. 

Pertolongan pada kondisi krisis anak dapat dilakukan 

dengan menurunkan bahkan menghilangkan trauma 

fisik dan psikis. Bentuk pertolongan tersebut dapat 

berupa konseling (trauma, proses berduka, krisis, 

penyelesaian masalah) serta bimbingan antisipasi di pos 

pengungsian sebagai bentuk trauma healing, dapat juga 

diberikan dalam pelajaran sekolah sebagai tindakan 

promotif dan preventif. Bantuan dari orang dewasa 

terutama tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, demi 

kelangsungan hidup di masa yang akan datang. 

Dalam melihat bencana, dapat dipelajari 

berdasarkan 4 faktor penting dalam penanggulangan 

bencana. Di sini, BAZNAS memiliki peran penting 

sebagai organisasi yang bergerak dalam 

penanggulangan bencana membantu dan mendukung 

kemanusiaan.   

Dalam siklus penanggulangan bencana, dapat 

dilakukan dengan tiga tahapan, yakni:  

1. Pra bencana, situasi tidak terjadi bencana dan 

potensi bencana.  
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2. Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi 

terjadi bencana.  

3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah 

terjadi bencana. 

  Tahapan bencana yang digambarkan di atas, 

sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian 

tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap 

tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya 

dimulai. Karena bisa saja setiap waktu semua tahapan 

dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi 

kegiatan yang berbeda. Sebagaimana pada tahap 

pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan 

tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah 

dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan 

datang.  

Dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana, kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan 

dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang 

spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana.  
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1. Pada tahap Pra-bencana. Tahap pra bencana 

dengan mitigasi bencana dengan sosialisasi 

pengetahuan ketika terjadi bencana atau situasi 

waspada jika terjadi bencan. Misalnya, pelatihan 

dari gempa, longsor, kebakaran atau tsunami.   

2. Pada Tahap Pemulihan, yang dilakukan meliputi 

rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

dilakukan pada pasca bencana.  

4.1.1. Perencanaan Penanggulangan Bencana  

Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara 

berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.  

Berbagai upaya penanggulangan yang akan dilakukan 

berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan 

terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. 

Secara lebih rinci pilihan tindakan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

1. Pencegahan dan Mitigasi  

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan 

mitigasi yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari terjadinya bencana serta mengurangi 
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risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan 

mitigasi ini bisa secara pasif dan aktif.  Tindakan 

pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif, di 

antaranya:  

a. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan 

masalah.  

b. Pembuatan brosur/leaflet/poster.  

c. Penelitian/ pengkajian karakteristik bencana.  

d. Pengkajian/ analisis risiko bencana.   

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong 

dalam mitigasi aktif antara lain:  

a. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda 

peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah 

rawan bencana dsb.  

b. Pelatihan dasar kebencanaan bagi masyarakat.  

c. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan 

masyarakat.  

 

2. Kesiapsiagaan  

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari 
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jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan 

berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya 

kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai 

teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan 

antara lain:  

a. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan 

segenap unsur pendukungnya.  

b. Pelatihan siaga/ simulasi/ gladi/ teknis bagi setiap 

sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, 

kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).  

c. Inventarisasi sumber daya pendukung 

kedaruratan.  

d. Penyiapan dukungan dan mobilisasi 

sumberdaya/ logistik.  

e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang 

cepat dan terpadu guna mendukung tugas 

kebencanaan.  

f. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem 

peringatan dini (early warning).  

g. Penyusunan rencana kontinjensi (contingency 

plan).  
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h. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/ 

sarana peralatan). 

 

 3. Tanggap Darurat  

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan 

atau pengerahan pertolongan untuk membantu 

masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari 

bertambahnya korban jiwa. Penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat 

meliputi:  

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap 

lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;  

b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena 

bencana;  

c. pemenuhan kebutuhan dasar;  

d. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan  

e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana 

vital.  

 

4. Pemulihan  
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Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap 

rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi 

daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu 

ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan 

penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:  

a. perbaikan lingkungan daerah bencana;  

b. perbaikan prasarana dan sarana umum;  

c. pemberian bantuan perbaikan rumah 

masyarakat;  

d. pemulihan sosial psikologis;  

e. pelayanan kesehatan;  

f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;  

g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;  

h. pemulihan keamanan dan ketertiban;  

i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan  

j. pemulihan fungsi pelayanan publik.  

Sedangkan tahap rekonstruksi merupakan tahap 

untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang 

rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. 
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Oleh sebab itu, pembangunannya harus dilakukan 

melalui suatu perencanaan yang didahului oleh 

pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait.  

a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;  

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;  

c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya 

masyarakat  

d. penerapan rancang bangun yang tepat dan 

penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan 

bencana;  

e. partisipasi dan peran serta lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan 

masyarakat;  

f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan 

budaya;  

g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau  

h. peningkatan pelayanan utama dalam 

masyarakat.  

4.1.2. Program Tanggap Bencana 

Program Tanggap Bencana dilakukan bekerjasama 

dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan 
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bencana dan Jaringan Relawan Indonesia (JARI) yang 

tersebar di 33 provinsi dan berbagai lembaga sosial. 

Dengan sisitem kemitraan, Program Tanggap Bencana 

dapat dilaksanakan sesegera mungkin, setelah 

terjadinya bencana. 

  

 

Gambar 10 Skema Program Tanggap Bencana 

http://pusat.baznas.go.id/program-tanggap-bencana/attachment/program2/
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4.1.3. Kampung Tanggap Bencana 

Kampung Tanggap Bencana BAZNAS merupakan 

bentuk inisiasi ketangguhan yang utuh bagi masyarakat 

dengan sinergitas program BAZNAS. 

Dalam hal ini, Kampung Tanggap Bencana sebagai 

bentuk kesiapsiagaan yang dibangun pada dua sisi 

sesuai dengan definisi bencana itu sendiri, yakni 

kesiapsiagaan terhadap kehidupan dan penghidupan. 

Pembentukan kesiapsiagaan terhadap kehidupan 

masyarakat, antara lain seperti pengenalan tentang 

materi pengurangan risiko bencana, analisa partisipatif 

risiko bencana, penentuan bencana prioritas, 

penyusunan sistem peringatan dini dan rencana aksi 

sampai pada uji coba rencana aksi atau simulasi. 

Inisiasi terhadap ketangguhan penghidupan 

yakni menemukan potensi aset tradisional dengan 

memberikan alat usaha dan sistem simpanan dalam 

bentuk hasil panen yang dapat dimanfaatkan saat 

kondisi paceklik, gagal panen atau kondisi darurat 

bencana sebagai stimulan pengembangan penghidupan 

bagi warga terpapar ancaman bencana. 



112 

 

Program BAZNAS Tanggap Bencana dalam 

bentuk Kampung Tanggap Bencana selain untuk 

peningkatan ketangguhan dan kebersinambungan 

penghidupan hendaknya juga dapat mengurangi 

keterpaparan dan angka kemiskinan pascabencana 

melalui sinkronisasi program-program penyaluran 

BAZNAS. 

4.2. Zakat for Community Development  (ZCD) 

Program pemberdayaan masyarakat di BAZNAS diberi 

nama Zakat for Community Development. Secara 

formal, Program Zakat for Community Development 

(ZCD) adalah program pengembangan komunitas 

dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, 

kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial 

lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang 

pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan 

sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan 

mandiri. Praktik di lapangan, tentu akan dapat 

disesuaikan dengan potensi, kondisi dan situasi di 

masyarakat setempat.  
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Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga 

terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan 

dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan 

beragama yang disebut dengan “Caturdaya 

Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam Program 

ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu 

dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat 

dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan 

mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut. 

 

Gambar 11 Caturdaya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri 
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4.2.1. Prinsip Program 

Secara khusus, Program ZCD ini memiliki enam 

prinsip yang harus ada baik dalam konsep maupun 

pada tahapan pelaksanaan program serta tertanam 

dalam diri pengelola dan peserta program. Enam 

prinsip ZCD meliputi Berbasis Komunitas, Syari’ah 

Islam, Partisipasi, Kemanfaatan, Kesinambungan, dan 

Sinergi. Dan keenam prinsip tersebut mestilah 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya.  

 

Gambar 12 Prinsip Program Zakat Community Development 

Makna dari masing-masing prinsip adalah sebagai 

berikut: 
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1. Berbasis Komunitas; Program ZCD dilaksanakan 

dengan sasaran mustahik (penerima manfaat 

zakat) yang terkumpul dalam suatu wilayah 

geografis atau suatu tempat karena kondisi-

kondisi khusus dan dalam berbagai bentuk 

kegiatan yang disepakati bersama. Dalam konteks 

Indonesia dapat juga disetarakan dengan 

kelompok terkecil di masyarakat yaitu setingkat 

desa. 

2. Syari’ah Islam; Program ZCD dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam 

dalam penyaluran (tasharruf) zakat. Khususnya 

terkait dengan penerima manfaat program 

haruslah dipastikan bahwa mereka termasuk ke 

dalam golongan yang dipersyaratkan atau 8 

ashnaf. 

3. Partisipasi: Pelaksanaan Program ZCD melibatkan 

secara langsung mustahik/penerima manfaat 

mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan 

pelaksanaan. Mustahik (penerima) merupakan 
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pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek 

program. 

4. Kemanfaatan: Memberikan nilai tambah material 

dan non material yang sebesar-besarnya kepada 

mustahik (penerima manfaat zakat). Melalui 

program ini diharapkan bahwa para mustahik 

akan mendapatkan manfaat finansial dan 

pembinaan spiritual yang lebih baik. 

5. Kesinambungan; Program ZCD dilaksanakan 

secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan 

dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait 

menuju tercapainya tujuan program. Dengan 

demikian diharapkan ada proses transformasi dari 

pengelola program kepada masyarakat 

dampingan, agar ke depannya program tersebut 

dapat dilanjutkan dan dikembangkan secara 

mandiri oleh masyarakat tersebut.  

6. Sinergi; Program ZCD merupakan program 

terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam 

pendanaan maupun pengelolaannya sebagai 

wujud kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan 
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(ta’awun ‘alal birri wa taqwa). Praktek sinergi 

sangatlah penting dalam mengelola program, 

terutama dalam hal saling memberikan ide, 

sumber daya manusia, termasuk pembiayaan.  

4.2.2. Tujuan Program 

Tujuan utama Program ZCD adalah “Terwujudnya 

Masyarakat Sejahtera dan Mandiri“. 

Adapun tujuan khusus Program ZCD adalah: 

1. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian 

mustahik (penerima manfaat zakat) tentang 

kehidupan yang berkualitas. 

2. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian 

masyarakat. 

3. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi 

kemasyarakatan. 

4. Menciptakan program pemberdayaan yang 

berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan 

dan kemandirian masyarakat. 
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Di bawah ini adalah beberapa contoh program-

program ZCD yang telah berhasil dilakukan. 

Diantaranya: 

 

Gambar 13 Pengembangan 

Ternak Sapi untuk 

Menghasilkan Biogas 

 

Gambar 14 Renovasi Masjid 

 

 

Gambar 15 Pengembangan 

Pertanian 

 

Gambar 16 Keterampilan Jahit 

dan Sulam 

Di beberapa wilayah juga dikembangkan 

beberapa sektor lainnya seperti perikanan, perkebunan, 

pengolahan makanan hasil kebun (kripik pisang), 
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pengolahan rumput laut menjadi agar-agar kering, 

mengelola tulang ikan menjadi kue stik, dll. 

Zakat for Community Development ini pada 

dasarnya difokuskan kepada pemberdayaan dan 

pengembangan ekonomi ummat, maka kegiatan-

kegitan yang dipilih juga mestilah dapat mendorong 

kepada peningkatan kemampuan finansial masyarakat 

yang didampingi. Dalam perjalanannya, kemampuan 

finansial masyarakat dalam membiayai diri dan 

keluarganya masing-masing perlu pendampingan secara 

moril dan spiritual untuk memastikan mentalitas 

mandiri dapat ditanamkan dengan baik. Sehingga selain 

diri dan keluarga mustahik tersebut dapat mandiri, akan 

tetapi mereka juga dapat berkontribusi kepada orang 

lain yang membutuhkan. 

4.3. PROGRAM SEHAT UNTUK BANGSA 

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting 

bagi kehidupan manusia, karena dengan kondisi sehat, 

manusia bisa beraktivitas dengan nyaman dan banyak 

berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada 

sesama. Sementara itu, manusia adalah makhluk yang 
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kompleks, yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial dan 

spiritual. Maka, manakala seseorang mengalami sakit 

tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan 

penyembuhan secara menyeluruh. Setiap unsur dalam 

diri manusia saling mendukung terbentuknya manusia 

yang sehat secara utuh. Manusia sehat ialah bukan 

manusia yang terbebas dari penyakit fisik saja ataupun 

sebaliknya, yaitu sehat dalam konteks psikisnya saja. 

Manusia sehat ialah manusia yang sehat secara 

fisik, psikis, sosial, dan sehat spiritualnya.  Pada 

hakikatnya, manusia terdiri dari dua substansi, yaitu 

fisik dan psikis. Substansi fisik sendiri adalah substansi 

material, tidak berdiri sendiri, tidak kekal dan berada 

dalam alam jasad. Sedangkan substansi psikis adalah 

substansi imaterial, berdiri sendiri tidak berbentuk 

komposisi, mempunyai daya mengetahui dan 

menggerakkan, kekal dan berada di dunia metafisik. 

Fisik dan psikis berhubungan ketika al-nuṭfah memenuhi 

syarat dengan jiwa yang kemudian keduanya berpisah 

bersamaan dengan datangnya kematian. 
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Dengan begitu, kondisi fisik manusia adalah 

sebuah media yang menjadikan manusia dapat 

berhubungan dengan manusia lainnya di dunia dan 

juga sebagai modal kebaikan untuk bekal hidup di 

akhirat. Setiap manusia mendambakan sebuah 

kehidupan yang sehat. Di mana dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari mereka dapat beraktivitas 

dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Maka dari itu, penting bagi kita menjaga kesehatan 

tubuh. 

Makna kesehatan berasal dari kata “sehat” yang 

ditransfer dari bahasa Arab suhhah yang artinya sehat, 

tidak sakit, selamat. Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), sehat adalah keadaan baik 

seluruh badan serta bagian-bagiannya, bebas dari rasa 

sakit, waras. 

UU No. 23 Tahun 1992 menyebutkan bahwa 

sehat adalah keadaan sejahtera dari badan (jasmani), 

jiwa (rohani), dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
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Dari definisi tersebut dapat disebutkan bahwa 

sehat fisik adalah suatu keadaan di mana bentuk fisik 

dan faal-nya tidak mengalami gangguan. Sehat mental 

adalah suatu kondisi yang memungkinkan 

perkembangan fisik, intelektual, emosional yang 

optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan 

selaras dengan keadaan orang lain. 

Sehat sosial adalah perikehidupan dalam 

masyarakat, di mana perikehidupan ini harus 

sedemikian rupa sehingga setiap warga negara 

mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan 

memajukan kehidupan sendiri serta kehidupan 

keluarganya dalam masyarakat yang 

memungkinkannya bekerja, beristirahat dan menikmati 

hiburan pada waktunya. 

Kesehatan merupakan program layanan 

kesehatan bersifat preventif, rehabilitatif, promotif, 

karitatif, yang ditujukan gratis untuk mustahik, 

khususnya fakir miskin dengan sistim membership. 

Motto Rumah Sehat BAZNAS, “Memberikan 

Layanan secara Gratis, Humanis dan Professional. “ 
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Gambar 17 Latar belakang Rumah Sehat BAZNAS 

Sasaran Rumah Sehat BAZNAS kaum dhuafa 

(fakir-miskin, orang-orang terlantar, anak jalanan, dll) 

• Layanan Kesehatan bagi Dhuafa. 

• “Rumah Sakit tanpa kasir” 

• GRATIS!!! 

• Sistem Membership 

4.3.1. Konsep & Jenis Program 

Rumah Sehat Baznas hanya untuk masyarakat miskin 

secara GRATIS dengan sistem membership (1 

membership untuk semua anggota Keluarga). 

Model pelayanan RUMAH SEHAT BAZNAS diberikan 

dalam bentuk: 

• Pelayanan Dalam Ruang 

• Pelayanan Luar Ruang ( Unit Kesehatan Keliling) 
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4.3.2. Program Rumah Sehat BAZNAS 

Program Rumah Sehat BAZNAS sudah dibangun di 

Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Pangkal Pinang, 

Sidoarjo. 

Program pelayanan kesehatan dengan sistem 

membership pada kegiatan di dalam dan di luar 

gedung, yang dikhususkan untuk mustahik, pelayanan 

yang diberikan dalam bentuk : 

1. Bantuan layanan rawat jalan. 

2. Bantuan layanan kesehatan spesialis. 

Menjadikan Rumah Sehat BAZNAS sebagai 

rujukan nasional model pelayanan kesehatan yang 

prima serta pemberdayaan sumber daya manusia dalam 

meningkatkan taraf kesehatan dhuafa, dalam 

memberikan pelayanan kesehatan bagi dhuafa secara 

humanis dan profesional meliputi promotif, preventif, 

kuratif, rehabilitatif dan advokasi. Meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, kepedulian dan peran 

serta masyarakat dhuafa dalam program kesehatan. 

Mengembangkan kemitraan di masyarakat dan 
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sinergitas program lintas stakeholder dalam 

membangun akses pelayanan kesehatan untuk dhuafa. 

Mengembangkan pelayanan kesehatan bagi dhuafa 

yang sesuai standar dan terakreditasi. 

Unit Kesehatan Keliling (UKK) 

Bentuk kegiatannya berupa pemeriksaan 

kesehatan, konsultasi kesehatan dan pemberian obat 

secara gratis kepada warga kurang mampu dari 

berbagai kalangan usia. UKK pada saat ini berjumlah 10 

titik dengan sebaran wilayah sidoarjo, mopjokerto, 

pasuruan, gresik, Madura, lamongan. 

Pandu Lansia 

Sasaran dalam program ini adalah para lansia. 

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeriksaan 

fisik, cek gula darah, asam urat, kolesterol, konsultasi 

kesehatan dan pemberian obat secara gratis. Kegiatan 

ini dilakukan di 1 titik setiap bulan. 

Pandu BBB (Bayi, Balita dan Bumil) 

Sasaran dalam program ini adalah bayi/balita 

dan ibu hamil. Bentuk kegiatannya berupa pemeriksaan 
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fisik, konsultasi kesehatan, pemberian PMT kepada 

bayi/balita dan ibu hamil yang mengalami gizi buruk. 

Kegiatan ini dilakukan di 1 titik setiap bulan 

Program Anak Sekolah Sehat (PASS) 

Bentuk kegiatan dalam program ini adalah 

penyuluhan kesehatan, praktek lapangan dan 

pembentukan kader sehat kepada para siswa di 

sekolah/ pesantren. Kegiatan ini dilakukan di 1 titik 

setiap bulan. 

Pembinaan kader 

Tujuan dari program ini adalah membentuk dan 

membina kader supaya mendapatkan informasi 

kesehatan yang terbaru dan bisa disampaikan kepada 

masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan di 2 titik 

setiap bulan. 

Mitra Keluarga Pra Sejahtera (MKPS) 

Merupakan program satelit dari Rumah Sehat 

yang terbentuk berdasarkan kerjasama dengan mitra 

(klinik atau praktek dokter). Semua orang yang telah 

terdaftar menjadi peserta Rumah Sehat bisa berobat di 
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MKPS yang sudah menjadi mitra. Jumlah MKPS sampai 

saat ini 10 MKPS dengan sebaran wilayah sidoarjo dan 

mojokerto. 

Komunitas Sehat (KOMAT) 

Kegiatan hasil kerjasama dengan komunitas 

dengan programnya, pengobatan, penyuluhan, praktek 

lapangan serta pembentukan kader-kader kesehatan. 

Namun, yang membedakan dengan program lain 

adalah serangkaian kegiatan tersebut dilakukan di suatu 

komunitas/kelompok, misalnya komunitas anak 

jalanan, komunitas nelayan, komunitas pemulung, dll. 

Serangkaian program tersebut dilaksanakan rutin satu 

kali tiap bulan. 

4.4. PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK BANGSA  

Tak dapat dipungkiri, pendiikan merupakan hal 

terpenting dalam kemajuan bangsa dan Negara. 

Masyarakat yang berpendidikan berarti masyarakat 

yang secara utuh memahami tujuan dan fungsi dari 

kehidupannya. Melalui jalur pendidikan, baik formal 

mulai dari pendidikan dasar, sekolah menengah sampai 
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dengan pendidikan tinggi, maupun non-formal, 

BAZNAS bertekad untuk membekali masyarakat 

(peserta didik) sehingga mampu hidup layak sebagai 

anggota masyarakat. Pembaharuan dan 

penyempurnaan di bidang pendidikan terus-menerus 

dilakukan, mencakup segi kualitas, relevansi, maupun 

pemerataan. Lebih lanjut, untuk mengatasi kesenjangan 

antara produk pendidikan dun kebutuhan tenaga kerja 

dunia industri telah dijalin berbagai bentuk kerjasama 

yang saling mendukung dan menguntungkan. Dengan 

demikian, BAZNAS berupaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, terutama dalam kaitannya 

dengan bidang pendidikan tercapai secara maksimal. 

Pendidikan merupakan upaya yang terencana 

dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi 

individu agar berkembang dan tumbuh menjadi 

manusia yang mandiri, bertanggung-jawab, kreatif, 

berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari 

aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak 

mulia, yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut 

untuk dibentuk atau dibangun. 
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Program pendidikan di BAZNAS dikenal sebagai 

program Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB). Dari 

RCAB ini terdiri dari tiga kegiatan besar, diantaranya 

Satu Keluarga Satu Sarjana, Rumah Pintar, dan Mobil/ 

Motor Pintar. Berikut ini penjelasan dari masing-

masingnya: 

4.4.1. Satu Keluarga Satu Sarjana 

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah 

Beastudi Mahasiswa berprestasi di kampus negeri di 

seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini 

mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga 

tidak mampu tanpa sarjana. Beastudi SKSS membiayai 

mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. SKSS 

adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap 

penerima untuk menjadi sarjana pelopor 

pemberdayaan masyarakat di desanya. 

Target Program 

1. Lulusan SMA/MU/SMK/Ponpes yang lulus 

USMPTN dan terdaftar di PTN regional SKSS. 

2. Memiliki kepedulian sosial 
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3. Memiliki keinginan untuk pemberdayaan potensi 

lokal daerah 

4. Siswa dengan nilai tambah non-akademis yang 

dilengkapi dengan surat keterangan atau sertifikat 

Pembiayaan seorang peserta Beastudi Unggulan 

SKSS BAZNAS meliputi: 

1. Biaya hidup (living cost) yang biayanya 

dialokasikan Selama menjalani masa studi 

mahasiswa akan mendapat tunjangan biaya hidup 

yang besarnya ditentukan oleh BAZNAS. untuk 

tahun angkatan 2008-2009 sebesar Rp. 200.000,- 

2. Biaya Pendidikan (tuition fee) merupakan hasil 

kerjasama antara BAZNAS dengan PTN dan 

besarnya sesuai dengan biaya pendidikan di PTN 

dimana peserta teregistrasi. 

3. Mahasiswa yang bersangkutan juga mendapatkan 

bantuan biaya pembinaan sebagai sarana 

pengembangan diri yang di berikan melalui pihak 

ketiga / mitra BAZNAS. 

  



131 

 

 

Gambar 18 Skema Program Satu Keluarga Satu Sarjana 

4.4.2. Rumah Pintar 

Rumah Pintar, yaitu rumah pusat pembelajaran 

masyarakat yang di dalamnya terdapat perpustakaan 

dengan 5.000 unit buku, sarana bermain edukatif, 

peralatan ketrampilan bagi anak, remaja, ibu dan 

masyarakat sekitarnya. Rumah Pintar di Bantul 

Yogyakarta ini juga menjadi posyandu untuk 

memantau gizi anak, tempat berlatih menjahit ibu-ibu, 

tempat belajar komputer bagi anak dan remaja serta 

http://pusat.baznas.go.id/satu-keluarga-satu-sarjana/attachment/program8/
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tempat para petani belajar cara pertanian yang baik, 

lebih dari 9800 orang terlayani dalam program ini. 

 

Gambar 19 Pelayanan Rumah Pintar 

4.4.3. Mobil/ Motor Pintar 

Mobil Pintar dan Motor Pintar adalah program 

perpustakaan plus yaitu selain membawa 3.000 judul 

buku untuk Mobil Pintar dan 1.000 judul buku untuk 

Motor Pintar, juga berisi komputer, video player dan 

CD interaktif, alat permainan edukatif dan arena 

Panggung. 

http://pusat.baznas.go.id/rumah-pintar/program7/
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Gambar 20 Skema Program Mobil/Motor Pintar 

 

  

http://pusat.baznas.go.id/mobil-motor-pintar/attachment/program6-2/
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